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INTISARI
Reza Ahmad Hidayat, Nomor Induk Mahasiswa E12113315, Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
menyusun skripsi dengan judul Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di
Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah bimbingan Bapak Dr. H.
A. Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan kawasan ruang terbuka hijau di
Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian
kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata
ruang terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene sampai saat ini dapat
dilihat bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Kawasan Perkotaan. Kedua, Pengelolaan RTH ini dilakukan secara rutin dan
berkelanjutan dengan melibatkan berbagai dinas dan masyarakat, dan mengingat
masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat mengenai kebersihan dan
keindahan RTH tersebut. Faktor pendukung yakni Peraturan Daerah yang
mendukung penataan kawasan ruang terbuka hijau, adapun factor yang menjadi
penghambat yakni polusi udara dan peningkatan pemanasan global dan kurangnya
kesadaran masyarakat.
Kata Kunci: Analisis, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kota
xvii
ABSTRACT
Reza Ahmad Hidayat, Student Identity Number E12113315, Government Studies
Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a
thesis entitled Analysis of Green Spatial Area Setup in Pangkajene City, Sidenreng
Rappang Regency, under the guidance of Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si as mentor I
and Mr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si as mentor II.
This study aims to determine the arrangement of green open spaces in the City
Pangkajene Sidenreng Rappang Regency and the factors that influence it. To
achieve these objectives, used qualitative research methods by parsing data
descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and
document and archive by using qualitative descriptive analysis technique.
The result of the research shows: Firstly, in the implementation of the spatial plan
policy related to Green Open Space (RTH) in Pangkajene City until now, it can be
seen that there is still nonconformity between the provision of Green Open Space
(RTH) of Urban Area. Second, the management of green space is done regularly
and continuously involving various agencies and communities, and considering there
are still some complaints from the public regarding the cleanliness and beauty of the
green space. Supporting factors are Regional Regulations that support the
arrangement of green open spaces, as for the factors that hamper air pollution and
increasing global warming and lack of public awareness.
Keywoards: Analysis, Green Open Space (RTH), City
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Peningkatan jumlah penduduk di dunia dari dulu hingga
sekarangmenunjukkan angka yang sangat signifikan. Pertumbuhan jumlah
penduduk dalam suatu Negara menjadi tantangan bagi pemerintah dalam
suatu Negara dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana hingga
pemenuhankehidupan penduduk pada wilayah tertentu. Jumlah penduduk
yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan bersesuaian dengan
peningkatan pemanfaatan ruang pada suatu wiayah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara dengan
jumlah penduduk sangat besar serta peningkatan jumlah penduduk dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan
hal tersebut Indonesia dihadapkan dengan masalah pemanfaatan ruang
wilayah demi menjamin ruang gerak yang luas dan kehidupan yang layak
bagi masyarakatnya.
Pembangunan nasional Indonesia dengan upaya untuk
meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
yang dimulai dari aspek masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan
pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta
2menciptakan suasana yang saling melengkapi dalam satu kesatuan
sebagai langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Lingkungan masyarakat yang berupa permukiman merupakan
ruang lingkup kehidupan sosial dimana masyarakat bernaung dan
melakukan segala aktivitas mulai dari kegiatan ekonomi, politik, sosial
hingga kebudayaan. Permukiman masyarakat terbagi atas kawasan
permukiman perdesaan yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan
kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif
dalam pemanfaatan daerah tebangun. Serta kawasan permukiman
perkotaan yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan
kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti
permukiman, fasilitas sosial, fasiltas umum, serta prasarana wilayah
perkotaan lainnya.
Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang menjadi pusat
aktivitas penduduk.Oleh karena itu kawasan perkotaan menjadi penopang
berbagai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial
dan kegiatan ekonomi masyarakat. sehingga semakin besar suatu
kawasan perkotaan, maka semakin besar aktvitas masyarakat yang ada di
dalamnya, dan berbanding pula dengan semakin besar masalah yang
akan ada di dalamnya.
3Kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas penduduk tentu sangat
berperan dalam perkembangan suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan
hidup pada masyarakat yang ada di dalamnya adalah prioritas utama
dalam pembangunan nasional skala kecil. Dalam pemenuhan tersebut,
diperlukan penataan ruang wilayah perkotaan, dan demi menghindari
timbulnya masalah di dalam kehidupan masyarakat yang di sebabkan oleh
penataan tata ruang yang tidak tepat.
Salah satu penunjang yang sangat berpengaruh pada kualitas
hidup suatu  masyarakat pada kawasan perkotaan adalah Ruang Terbuka
Hijau. Ruang terbuka hijau merupakan hal yang menjadi kebutuhan
kawasan perkotaan dan masyarakat perkotaan, karena ruang terbuka
hijau mempunyai peranan yang sangat besar bagi lingkungan hidup
kawasan perkotaan.
Persoalan tentang lingkungan hidup merupakan masalah yang
dihadapi oleh hampir seluruh kawasan perkotaan yang ada di Indonesia,
khususnya pada kawasan publik dalam bentuk ruang terbuka hijau. Ruang
terbuka hijau yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun
2007 pada kawasan perkotaan adalah sebesar 20% dari luas kawasan
perkotaan tersebut.
Permasalahan tertang kurangnya ruang terbuka hijau pada
kawasan perkotaan disebabkan oleh sangat tingginya permintaan ruang
demi menunjang kegiatan perkotaan. Hal tersebut menjadi kesulitan
4tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pemenuhan ketentuan
penyediaan ruang terbuka hijau seluas 20% dari kawasan perkotaan.
Kurangnya ruang untuk peruntukan ruang terbuka hijau jugadisebabkan
pembangunan permukiman penduduk yang meningkat pesat seiring
perkembangan suatu kawasan perkotaan.
Dalam rangka penataan tata ruang yang termaktub dalam Undang
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 7 ayat (2)
dan ayat (3) menjelaskan bahwanegara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah.Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap
menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembangunan yang kini terjadi di kota-kota besar di Indonesia
pada umumnya seakan mengesampingkan ruang terbuka hijau yang
notabenenya merupakan unsur penting utamanya pada kota besar.
Namun apa yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia seakan menular
ke kota-kota kecil. Pemerintah daerah selaku penyelenggara pengelola
perkotaan dan masyarakat yang juga kurang memperhatikan pentingnya
fungsi ruang terbuka hijau seakan terpaku pada peningkatan aspek
ekonomi dalam suatu wilayah kota tanpa mempertimbangkan unsur
lingkungan.
5Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten
yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng
Rappang berjarak ± 200 km dari Kota Makassar dan terletak di
persimpangan antara jalur ke Palopo dan Toraja.Kabupaten Sidenreng
Rappang juga merupakankawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan
pertanian dan peternakan, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan
sebagian besar penduduk kabupaten Sidenreng Rappang yaitu petani dan
peternak. Sebagai kawasan peruntukan pertanian dan peternakan, maka
penataan ruang dan wilayah yang tepat di Kabupaten Sidenreng Rappang
merupakan hal yang harus terlaksana dengan baik demi menjamin
ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat. Mengatur tata ruang dan
wilayah merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah demi
mewujudkan pembangunan nasional. Untuk mengatur pola tata ruang dan
wilayah merupakan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang dalam menentukan penempatan yang spesifik pada kawasan
tertentu dan untuk menentukan penempatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Perencanaan tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012–2032. Namun pada
pelaksanannya pemanfaatan ruang terjadi pergeseran atau
ketidaksesuaian dari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan
6daerah, salah satunya pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang telah
diatur pada pasal 26 ayat(4) yang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau
kawasan perkotaan yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan
memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi
dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling
sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5
Tahun 2012 kawasan perkotaan yang terdiri atas:
1. Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae
,Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Kawasan Perkotaan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu,Kabupaten
Sidenreng Rappang;
3. Kawasan Perkotaan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
4. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten
Sidenreng Rappang.
Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang khusunya penyediaan ruang terbuka hijau
kawasan perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada peraturan
daerah tersebut dijelaskan bahwa pengembangan kawasan budidaya
melalui optimasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan
7kesejahteraan masyarakat, salah satu dengan mengembangkan ruang
terbuka hijau dengan penetapan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah
perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan proporsi luas
ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah perkotaan
selebihnya adalah wilayah ruang terbuka hijau privat.
Pada pelaksanaan rencana tata ruang di kawasan perkotaan
khususnya ruang terbuka hijau Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini
mengarah pada ketidaksesuaian aturan ketentuan ketersediaan terbuka
hijau kawasan perkotaan yaitu minimal 30% dari luas wilayah perkotaan,
dengan proporsi luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas
wilayah perkotaan selebihnya adalah wilayah ruang terbuka hijau privat
10%. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa ketidaksesuaian
dengan penjelasan pada peraturan daerah rencana tata ruang wilayah
kabupaten Sidenreng Rappang.
Ruang terbuka hijau merupakan kawasan yang seharusnya
menjadi penunjang suatu kawasan perkotaan khususnya pada sektor
lingkungan. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan juga merupakan
kawasan yang berfungsi sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka
diharapkan dapat menjadi wadah untuk masyarakat saling berinteraksi
tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.
Penetapan kawasan perkotaan telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
8Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa
Kawasan Perkotaan berada di Kelurahan Pangkajene Kecamatan
Maritengngae, Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan
Rappang Kecamatan Panca Rijang, dan Kelurahan Tanru Tedong
Kecamatan Dua Pitue. Ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi minimal
30% pada setiap kawasan perkotaan yang tersebar di empat kecamatan
di Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut, pada pelaksanaanya terjadi
ketidaksesuaian baik dari segi penyediaan ruang maupun dari segi
ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau.
Adanya ketidaksesuaian pada ketersediaan ruang terbuka hijau
saat ini dengan ketentuan yang tertuang di dalam peraturan daerah pada
kawasan perkotaan ditimbulkan karena pemerintah juga terfokus pada
pembangunan fasilitas publik lainnya dan adanya faktor perkembangan
yang pesat pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada
masyarakat, sehingga fokus pembangunan unsur ruang terbuka hijau
menjadi terbagi.
Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sidenreng Rappang 2012-2032, adanya ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau, menjadi potensi timbulnya
penyimpangan aturan pada kawasan ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena sesuai
dengan peraturan daerah menyatakan bahwa Kota Pangkajene adalah
9kawasan perkotaan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng
Rappang. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang”.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa ruang terbuka
hijau merupakan salah satu unsur utama dalam penataan ruang kawasan
perkotaan khususnya dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan
nyaman. Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan
apa yang terlah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. Maka berdasarkan
penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah
terkait ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di
Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana pengelolaan kawasan ruang terbuka hijaudi Kota
Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan ruang
terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang?
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian
iniadalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisispelaksanaan kebijakan
rencana tata ruang wilayah terkait ketersediaan ruang terbuka hijau
kawasan perkotaan diperkotaan di Kota Pangkajene Kabupaten
Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahuibagaimana pengelolaankawasan ruang terbuka
hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang
mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan di perkotaan di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng
Rappang.
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan,
khususnya yang berkaitan dengan analisis ruang terbuka hijau.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan
evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan pengaturan
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ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dalam
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng
Rappang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan;  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kantor
Lurah Pangkajene.
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian
1) Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu
tipe penelitian yang memberi gambaran, gejala-gejala,
fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat
mengenai bagaimana pelaksanaan penataan tata ruang
kota di Kabupaten Sidenreng Rappang serta factor
pendukung dan penghambat dalam kebijakan tersebut.
2) Dasar Penelitian
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Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus
(case study) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan
menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian
ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.
studikasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu
sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini,
dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam
terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut
sebagai kasus dengan menggunakan cara yang sistematis
dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis
informasi dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan
diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa
sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset
selanjutnya.
.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data  dilakukan dengan :
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk
data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari
sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan
sebagai sumber informan maupun kondisi riil yang didapat
langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka
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pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data antara lain sebagai berikut:
 Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek yang diteliti.
 Interview (wawancara), yaitu mengadakan Tanya
jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh
iinformasi dan data-data mengenai permasalahan
yang relevan dengan penelitian ini.
 Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi
teknik observasi dan teknik wawancara mendalam
b. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data
sekunder, dan dengan cara membaa berbagai literature
atau buku-buku, karangan dan dokumen lain serta catatan-
catatan lainnya yang relevan dengan penulis ini. data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau
institusi tertentu atau pelengkap yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat
oleh sumber yang berwenang yang berkaitan langsung
dengan objek yang diteliti.
3.4 Informan Penelitian
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham  atau pelaku
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan
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dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau
terlibat langsung dalam proses pelaksanaan tata ruang kota di
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
4. Lurah Pangkajene;
5. Masyarakat (Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Biasa).
3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data
berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang
diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau
peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan
bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara,
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan
dan studi kepustakaan berdasarkan indicator yang ditentukan
dalam penelitian.
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3.6 Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan acuan terhadap
pelaksanaan penelitian agar memberikan kemudahan dalam
mencapai tujuan penelitian ini antara lain:
1. Ruang terbuka hijau merupakan tempat tumbuh tanaman
baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang
dan mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan
bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang
diisi oleh tumbuhan dan vegetasi.
2. Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau yang dimaksud
adalah penataan kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 yaitu
Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ditetapkan
menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi
ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan
ketentuan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30%
dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH
Publik dan 10% RTH Privat.
3. Manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat apa saja
yang dapat diperoleh masyarakat dengan dengan
diterapkannya kebijakan tentang Kawasan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) tersebut:
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a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan
bersifattangible), yaitu membentuk keindahan dan
kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan
mendapatkanbahan-bahan untuk dijual (kayu, daun,
bunga, buah);
b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan
bersifatintangible), yaitupembersih udara yang sangat
efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaanair
tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi
flora dan fauna yang ada(konservasi hayati atau
keanekaragaman hayati).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang dimaksud dalam
penulisan proposal penelitian ini adalah hal-hal apa saja
yang dapat mempengaruhi dalam penataan tata ruang kota
yang baik, baik itu factor yang mendukung maupun yang
menghambat.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu profil wilayah kabupaten
Sidenreng Rappang serta hasil penelitian penulis:
4.1 Profil Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Lokasi Wilayah
 Letak, Luas dan Batas Wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara 3 43’ - 4 09’
Lintang Selatan dan 119 41’ - 120 10’ Bujur Timur kira-kira 183 Km
di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan).
Letak kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:
 Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten
Pinrang
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 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
 Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten
Soppeng
 Sebelah Barat : Kota Pare-Pare dan Kabupaten
Pinrang
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
Wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
luas 1.883,25 Km terbagi dalam 11 kecamatan dan 106
Desa/Keluraha
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Tabel 1. Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
menurut Kecamatan (Ha), Presentase Luas, dan Jumlah
Kelurahan/Desa 2011
No Kecamatan Luas
(Ha)
Presentase Luas
Kecamatan terhadap
Luas Kabupaten
Jumlah
Desa/Kelurahan
Kel Desa
1 Panca Lautang 15.393 8,17 3 7
2 Tellu Limpoe 10.320 5,48 6 3
3 Watang Pulu 15.131 8,05 5 5
4 Baranti 5.389 2,86 5 4
5 Panca Rijang 3.402 1,8 4 4
6 Kulo 7.500 3,98 - 6
7 Maritengngae 6.590 3,52 7 5
8 Watang Sidenreng 12.081 6,4 3 5
9 Pitu Riawa 21.403 11,17 2 10
10 Dua Pitue 6.999 3,72 2 8
11 Pitu Riase 84.477 44,85 1 11
Jumlah 188.325 38 68
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang: 2012
 Kondisi Topografi
Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng
Rappang terbagi dalam empat kategori. Kondisi topografi untuk
wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan
tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata
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1000 M diatas permukaan laut (dpl) dan dataran terendah di
kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian
rata-rata mulai dari 0 – 25 M dpl.
Gambar 3. Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 2.  Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012
No Kecamatan Keadaan Tanah (%)
Datar Berbukit Bergunung Rawa/Danau Total
1 Panca Lautang 15 25 57 3 100
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2 Tellu Limpoe 15 35 49 1 100
3 Watang Pulu 25 5 70 - 100
4 Baranti 100 - - - 100
5 Panca Rijang 97 3 - - 100
6 Kulo 90 5 5 - 100
7 Maritengngae 100 - - - 100
8 Watang
Sidenreng
85 15 - - 100
9 Pitu Riawa 60 10 30 - 100
10 Dua Pitue 100 - - - 100
11 Pitu Riase 35 25 40 - 100
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang: 2012
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten
Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan
adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemdian
berbukit dan terakhir adalah Rawa/Danau, khusus kecamatan
Baranti, Maritengange, dan Dua Pitue kondisi topografi 100% tanah
datar, sedangkan kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang
Pulu dan Pitu Riase didomiansi keadaan tanah bergunung.
 Kondisi Geologi
Berdasarkan peta tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh
Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di
Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari jenis tanah alluvial,
regosol, grumusol, mediteran, dan pedsolit.
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Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang
terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan
dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta
geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan
Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang
terdapat beberapa peristiwa geologi.
 Kondisi Klimatologi
Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi
Shcmidt dan Ferguson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten
Sidenreng Rappang yaitu:
a. Tipe pertama : adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang
bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang
dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan
basah
b. Tipe Kedua : adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang
dimana jumlah bulan kering rata0rata 3-4 bulan. Bulan-
bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan
Agustus
c. Tipe Ketiga : adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat
agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6
bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan april, mei,
juni, juli, agustus, september.
 Kondisi Hidrologi
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Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 38
sungai yang mengaliri berbagai kecamatan. Untuk mengetahui lebih
jelas dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai
yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini:
Tabel 3. Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai di
Kabupaten Sidenreng Rappang
No Kecamatan Nama Sungai Panjang
(M)
Lebar
(M)
Kedalaman
(M)
1 Panca Lautang Bilokka 20.000 22 9
Lokabatu 2.000 6 3
Pape 2.000 2 3
Cakkarella 1.500 2 2
Bengkulu 5.000 6 2,5
Sessanriu 3.250 13 2,5
2 Tellu Limpoe La Toling 5.000 5 2
Pemantingan 7.000 7 2,5
Watang Lowa 6.000 3 1,5
3 Watang Pulu Bangkae 5.000 10 8
Cakkaloloe 5.000 10 5
Alekarajae 11.000 8 3
Lompengan 5.000 8 2,5
Datae 3.000 6 2,5
Pabbaresseng 4.000 5 2,5
Polojiwa 3.000 4 2,5
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Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang
 Penggunaan Lahan
Batu Pute 3.000 3 3
4 Baranti Rappang 15.000 30 5
5 Panca Rijang Rappang 10.000 25 8
Poka 2.500 5 7
Tellang 2.550 5 7
Taccipi 4.500 6 5
6 Kulo Pangkiri 4.200 10 8
Kulo 7.500 7 5
Anrellie 2.000 7 6
Anyuara 4.200 8 5
Cinra Angin 7.500 8 5
7 Maritengngae Takkalasi 5.000 8 3
8 Dua Pitue Bila 15.100 70 4
Baramasih 11.750 50 5
Betao 10.085 50 3
Tanru Tedong 4.250 100 5
Kalempang 6.375 80 4
Lancirang 8.150 10 3
Samallangi 2.500 8 2
Loka 10.250 25 3
9 Pitu Riawa Anabannae 5.000 7 3
Banjara 2.500 6 2,5
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a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melestarikan kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang tahun 2012-2032, kawasan lindung dibagi atas:
 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannnya
 Kawasan perlindungan setempat
 Kawasan rawan bencana alam
 Kawasan lindung geologi
b. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di
Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan
daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas:
 Kawasan peruntukan hutan produksi
 Kawasan peruntukan hutan rakyat
 Kawasan peruntukan pertanian
 Kawasan peruntukan perikanan
 Kawasan peruntukan pertambangan
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 Kawasan peruntukan industri
 Kawasan peruntukan pariwisata
 Kawasan peruntukan permukiman, dan
 Kawasan peruntukan lainnya
Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten
Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
No Peruntukan Luas (Ha) Persentase terhadapLuas Kabupaten
1 Permukiman 3.936 2,09
2 Sawah 44.934 23,86
3 Hutan Sejenis 1.563 0,83
4 Hutan Lebat 37.138 30,34
5 Perkebunan 17.646 9,37
6 Padang Rumput 17.251 9,16
7 Kebun Campur 20.471 10,87
8 Ladang/Tegalan 1.394 0,74
9 Kolam/Tambak/Rawa 734 0,39
10 Danau 1.563 0,83
11 Belukar/Lainnya 21.695 11,52
Jumlah 188.325 100
Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012-2032
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan
keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya
pengaturan keseimbangan kawasan lindung, sistem pusat-pusat
permukiman, serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah dengan
melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
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Pembangunan eksternal yang berbasis ruang perlu mengacu pada
rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi
dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan
terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan
dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu
dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di
masyarakat, arena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyaj dibentuk
oleh konsisi pasar.
Dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032,
arah kebijakan penataan ruang:
a. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
c. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan
wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan
pariwisata berdasarkan potensi lokal
d. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim
investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui
pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi,
telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana
lingkungan.
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e. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan
hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada
kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa
pengurangan resiko bencana geologi dan kawasan lindung
lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi
lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya.
f. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi
kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat
g. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasa dalam
pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif,
efisien dan berdaya saing tinggi dan peningkatan fungsi kawasan
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
4.1.2 Aspek Demografi
Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah
dalam meneydiakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang
dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi
ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar
jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi
membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di suatu
daerah termasuk di kabupaten Sidenreng Rappang.
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Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2008
sampai 2012 atau selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan
dan terkonsentrasi di kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten,
kecamatan Panca Rijang dan kecamatan-kecamatan sekitar ibukota
kabupaten. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2008-2012
Sumber Data: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2013
Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk
tiap tahunnya, pada tahun 2009 kenaikan terbesar sebesar 1817 jiwa, dari
No Kecamatan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 Panca Rijang 16.948 17.071 17.241 17.339 17.442
2 Tellu Limpoe 21.356 21.511 22.728 22.871 23.089
3 Watang Pulu 25.772 25.959 30.128 30.582 30.947
4 Baranti 26.378 26.569 28.068 28.369 28.522
5 Panca Rijang 25.077 25.258 27.086 27.332 27.613
6 Kulo 10.583 10.660 11.345 11.462 11.586
7 Maritengngae 40.473 40.767 46.139 46.643 47.203
8 Watang
Sidenreng
15.616 15.729 17.051 17.203 17.395
9 Pitu Riawa 24.038 24.212 24.980 25.213 25.473
10 Dua Pitue 26.151 26.340 27.272 27.549 27.865
11 Pitu Riase 18.274 18.407 19.873 20.089 20.316
Jumlah 250.666 271.911 274.652 274.652 277.451
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250.666 jiwa menjadi 252.483 jiwa. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan
paling besar untuk lima tahun terakhir yaitu sebesar 19.428 jiwa, yaitu dari
252.483 menjadi 271.911 jiwa. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan 2741
jiwa menjadi 274.652 jiwa dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi
277.451 jiwa atau terdapat kenaikan 2799 jiwa. Mengamati perkembangan
jumlah penduduk terdapat hal menarik yaitu angka peningkatan jumlah
penduduk yang kurang lebih kontan diangka 2700 jiwa tiap tahunnya
selama tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk perkecamatan tahun 2008-
2012 tersebut di atas selanjutnya dibagi atas jumlah penduduk laki-laki
dan jumlah penduduk perempuan.
Selain jumlah penduduk data lain yang terkait dengan aspek
demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer perseginya, seperti
yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Kepadatan Penduduk Per Tahun 2008-2012
No Kecamatan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 Panca Rijang 110 111 112 113 114
2 Tellu Limpoe 207 208 220 222 224
3 Watang Pulu 170 172 199 202 205
4 Baranti 489 493 521 526 529
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5 Panca Rijang 737 72 796 803 812
6 Kulo 141 142 151 153 154
7 Maritengngae 614 619 700 708 716
8 Watang
Sidenreng
129 130 141 142 144
9 Pitu Riawa 114 115 119 120 121
10 Dua Pitue 374 376 390 394 398
11 Pitu Riase 22 22 24 24 24
Jumlah 283 285 307 310 313
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang: 2013
Terlihat bahwa sebaran kepadatan penduduk tiap kilometer
perseginya di kabupaten Sidenreng Rappang, meningkat tahun demi
tahun, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk tiap kecamatan
dengan luas wilayah kecamatan. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah
penduduk besar sementara wilayah administratif kecamatannya relatif
sempit maka tingkat kepadatan perkilometernya juga besar. Terlihat
bahwa walaupun jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan
Maritengngae yang juga sebagai ibukota Kabupaten, kepadatan
perkilometernya masih dibawah kecamatan Panca Rijang, hal ini karena
luas wilayah kecamatan Panca Rijang lebih sempit daripaada kecamatan
Maritengngae, hal yang sama juga berlaku bagi kecamatan yang memiliki
potensi kependudukan dan wilayah kecamatan yang kurang lebih sama.
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang
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Secara sederhana visi adalah suatu gambaran kondisi ideal yang
digunakan atau yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu di masa
yang akan datang. Sedangkan misi adalah cara atau langkah strategis
yang akan dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan
tersebut. Oleh karena itu visi dan misi memiliki dimensi jangka waktu
tertentu dan berorientasi masa depan.
Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki Peraturan Daerah
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025. Dalam perda itu periodisasi perencanaan jangka
menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu: Tahap pertama tahun 2005-
2009, Tahap kedua tahun 2010-2014, Tahap ketiga tahun 2015-2019, dan
tahapan keempat tahun 2020-2024. Terkait dengan hal tersebut, maka
periode masa jabatan bupati tahun 2013-2018 berada dalam tahapan
masa pembangunan jangka menengah ketiga.
Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang
tahun 2005-2-25 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor
26 Tahun 2007 adalah:
“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten
Terkemuka Di Indonesia Timur Tahun 2025”
Dengan tiga keunggulan, yaitu:
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a. Sebagai pusat pengembangan agribisnis : mengandung makna
bahwa kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik
dan potensi yang dimilikinya menginginkan untuk tumbuh dan
berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi
Selatan. Mencakup empat kegiatan utama yaitu aspek produksi,
pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa.
b. Sebagai wilayah yang mandiri : mengandung makna kemampuan
mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan
kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui
interkoneksitas inter dan antar wilayah. Dengan adanya
interkoneksitas, maka berbagai aspek yang terkait dengan
pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia,
kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan, dan
ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah
yang lebih baik.
c. Memiliki masyarakat yang berbudaya dan religius dimaknakan
sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di
Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi
selalu berlandaskan dan bernafaskan pada nilai budaya dan
agama.
Visi jangka menengah pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang
yang tertuang dalam RPJMD harus searah dengan visi jangka panjang
tersebut. Oleh karena itu substansi utama dari visi kepala daerah dan
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wakil kepala daerah harus dijabarkan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah agar visi yang telah disampaikan dalam kampanye
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan kaidah
sistem perencanaan pembangunan sekaligus searah dengan visi jangka
panjang daerah.
Dalam konteks tersebut, visi pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka
Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua
Kali Lipat”
Visi tersebut mengandung 4 kata kunci, yaitu:
Maju :adalah gambaran kondisi kabupaten Sidenreng Rappang pada
tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya
maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi
yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan
nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi
struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat.
Didukung oleh peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur yang
memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
semakin baik pula. Keamanan dan ketertiban lebih terkendali, hadirnya
pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender
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dan pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan
peningkatan daya saing dan produktivitas daerah, peningkatan ketahanan
pangan, penurunan angka emiskinan dan pengangguran, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terkemuka :adalah gambaran kondisi kabupaten Sidenreng Rappang
pada tahun 2016 yang semakin dikenal secara luas karena adanya
beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya
kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu
sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi
perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya
pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri
pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi
pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk
pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan,
berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi
lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya
potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya
angin, air dan sekam. Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan
lingkungan perkotaan.
Religius : adalah gambaran kondisi masyarakat kabupaten Sidenreng
Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai
agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol
dibanding dengan daerah lain.
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Pendapatan Dua Kali Lipat :adalah gambaran kondisi masyarakat
kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan
pendapatan per kapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga
Puluh Juta Rupiah).
Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya
dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor-faktor lingkungan
strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan,
maupun lingkungan ekternal berupa peluang dan tantangan yang ada.
Adapun rumusan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun
2014-2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
VISI MISI
Terwujudnya Sidenreng
Rappang Yang Maju Dan
Terkemuka Bersama
Masyarakat Religius
Dengan Pendapatan
Meningkat Dua Kali Lipat
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor
pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern
dan berkelanjutan
Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis
potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dan UMKM
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber
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daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan
keimanan dan ketakwaan
Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan
memperlancar aksesibilitas antar wilayah
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan
yang kondusif
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola
pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum
dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro
poor, pro job dan pro environment
Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018
4.2Profil Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Kota Pangkajene merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang
(Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini berlokasi di Kecamatan
Maritengngae.
Karakteristik Kota Pangkajene :
1. Kawasan perkotaan Pangkejene memiliki luas kawasan
sekitar 1.506,6 Ha.
2. Tutupan lahan kawasan perkotaan pangkajene didominasi
dengan jenis tutupan lahan permukiman dan areal pertanian.
3. Kawasan perkotaan pangkajene memiliki kemiringan lereng
yang didominasi oleh kelas kemiringan antara 0-8%.
4. Jenis tanah di kawasan perkotaan pangkajene di dominasi
oleh jenis tanah alluvial.
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5. Formasi geologi di kawasan perkotaan pangkajene di
dominasi oleh formasi batuan alluvium.
6. Kawasan Perkotaan Pangkajene di lalui oleh DAS
Cenranae.
7. Batas administrasi kawasan :
 Utara berbatasan dengan  Majeling Wattang
 Selatan berbatasan dengan  Tanete
 Timur berbatasan dengan  Lautang Benteng
 Barat berbatasan dengan Arawa Kecamatan  Watang
Pulu
4.3 Pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene
Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019  dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang
dilaksanakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum.
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Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program
kolaboratif antara pemerintah/pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Maksud kegiatan P2KH ini adalah mendorong terwujudnya kota hijau
khususnya melalui perwujudan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Tujuan dari kegiatan P2KH ini antara lain:
 Menyusun Master Plan RTH
 Membentuk Forum Komunitas Hijau di tingkat Kabupaten/Kota
 Festival Hijau
 Peta Komunitas Hijau
 Sosialisasi Kota Hijau
 Menyusun Detail Engineering Design (DED)
Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidrap,
Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun keterkaitan visi misi daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang terhadap P2KH yaitu dalam upaya pengembangan
infrastruktur yang mendorong perciptaan pertumbuhan ekonomi dilakukan
melalui program unggulan atau prioritas dengan pengelolaan dan
penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Maka diharapkan
melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) maka akan
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian,
akan mendukung terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan
terkemuka.
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4.3.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di dalam
RTRW yang terkait dengan Kota Hijau
a. Tujuan Penataan Ruang
Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng
Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada
pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan
indeks pembangunan manusia yang tinggi.
b. Kebijakan Penataan Ruang
Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup
kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan
pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan
resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah,
gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan
menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh
difungsikan untuk kegiatan budidaya.
c. Strategi Penataan Ruang
Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan
menetapkan fungsi utamanya sebagai fungsi lindung dan tidak
dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya meliputi:
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung dengan
pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat
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mengganggu fungsi kawasan hutan lindung dan
pengembalian fungsi pada kawasan yang telah
mengalami kerusakan, melalui penanganan secara
tenis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta
masyarakat sekitar kawasan.
b. Mengembangkan kawasan perlindungan setempat
dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan
dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan
sepanjang sungai, sekitar DAM, cekdam, embung dan
mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan
pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi.
c. Mengembangkan dan pemantapan kawasan
pelestarian alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan
yang berkaitan dengan pelestarian kawasan di
antaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus
yang ada dan sifatnya setempat yang dapat
meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan
menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian,
kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan
pengelolaannya secara bersama.
d. Mengembangkan dan penanganan kawasan rawan
bencana alam dengan menghindari awasan yang
rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin
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ribut sebagai kawasan terbangun, peringatan dini dari
kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir,
pengembangan bangunan yang dapat meminimalisasi
terjadinya bencana pengembangan bangunan tahan
gempa pada daerah terindikasi rawan gempa, dan
e. Upaya mitigasi dengan penyediaan peta kawasan
rawan bencana, pemetaan resiko bencana,
penyelidikan bencana, deteksi dini, desiminasi,
penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan
rencana kontijensi, kegiatan tanggap darurat dan pasca
bencana
Adapun lingkup kegiatan dari kegiatan ini yaitu:
 Mengadakan inventarisasi dan identifikasi Ruang
Terbuka Hijau Pangkajene
 Mengadakan kajian kebutuhan, pemanfaatan, dan
penempatan lokasi ruang terbuka hijau (RTH) serta
analisa tanaman sesuai fungsinya
 Mengadakan analisa potensi dan kendala kawasan
perencanaan RTH terhadap aspek spasial, lingkungan,
sosial, ekonomi.
 Penyusunan program dan konsep perencanaan
pengembangan dan pengelolaan RTH serta
penyusunan peta hijau (green map) sidrap, yang berisi
43
lokasi/ penempatan ruang terbuka hijau (RTH), bentuk,
luasan serta fungsi dan manfaatnya
 Mengadakan rancangan detail pengelolaan dan
pengembangan kawasan RTH serta perencanaan
biayanya
 Mengadakan kajian pada produk hukum tentang
penataan dan pengawasan kawasan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Pangkajene.
4.3.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene Kabupaten
Sidenreng Rappang
Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah
perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan dengan proporsi luas
ruang terbuka hijau public minimal 20% dari luas wilayah perkotaan
selebihnya sebesar 10% adalah wilayah ruang terbuka hijau privat.
Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Pangkajene yang
menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial
budaya, estetika dan ekonomi.
1. Fungsi Ekologis:
Pemenuhan fungsi ekologis merupakan tujuan utama dalam suatu
ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada beberapa kawasan
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ruang terbuka hijau di Kota Pangkajene, pemenuhan fungsi ekologis
merupakan prioritas utama yang harus terpenuhi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Penataan
peningkatan Kualiatas Taman dan pemakaman Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup:
“...penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan
perkotaan khususnya di Kota Pangkajene sebenarnya tujuan
utamanya adalah bagaimana supaya fungsi ekologisnya itu
bisa terpenuhi. Misalnya memberi kesejukan di kawasan
kota, yang paling penting juga adalah sebagai paru-paru
kota...” 1
Berdasarkan pernyataan dari kepala seksi penataan
peningkatan kualitas taman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, penulis dapat
menyimpulkan bahwa pemenuhan fungsi ekologis pada penyediaan
ruang terbuka hijau merupakan prioritas utama yang harus terpenuhi
meski tanpa mengesampingkan fungsi RTH lainnya.
 Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Pangkajene
menjadi bagian dari sirkulasi udara atau paru-paru kota,
contohnya pada hutan kota Panker dan taman kota Ganggawa.
 Kawasan ruang terbuka hijau kota Pangkajene berfungsi
sebagai produsen oksigen di kawasan pekotaan pangkajene,
1 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan peningkatan Kualiatas Taman dan pemakaman
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, pada hari
kamis tanggal 30 Maret 2017
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contohnya pada lokasi hutan kota Panker, Taman Usman Isa,
dan Taman Kota Ganggawa.
 Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan Pangkajene juga
berfungsi sebagai penyerap air hujan atau kawasan resapan
air, contohnya pada kawasan Hutan Kota Panker dan Taman
Usman Isa.
2. Fungsi Sosial dan Budaya
Fungsi sosial budaya pada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pangkajene merupakan fungsi RTH yang terpenuhi oleh pemerintah
daerah bertujuan untuk mempertahankan eksistensi sejarah atau
kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya
di Kota Pangkajene.
Hal tersebut di ungkapkan bapak lurah Pangkajene yang
menyetakan:
“...ruang terbuka hijau itu adalah merupakan fasilitas publik
yang diharapkan dikunjungi banyak orang. Oleh karena itu
pihak pemerintah menampilkan apa yang menjadi khas yang
ada di daerah kita. Makanya di Panker yang menjadi hutan
kota pada sekarang ini masih tetap menampilkan patung
wanita yang membawa bakul nasi, dan juga patung laki-laki
yang membawa bambu runcing...”2
Berdasaran hasil wawancara pada lurah Pangkajene penulis
dapat menyimpulkan bahwa selain pemenuhan fungsi ekologis, fungsi
sosial budaya pada ruang terbuka hijau juga sangat penting karena
2 Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Pangkajene Hari kamis, tanggal 6 April 2017.
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merupakan sarana dalam menampilkan budaya atau sejarah lokal
suatu daerah.
 Hutan Kota Panker yang merupakan kawasan Ruang Terbuka
Hijau kota Pangkajene yang menggambarkan ekspresi budaya
lokal Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena selain menjadi
kawasan hutan kota, kawasan ini juga merupakan monumen
perjuangan masyarakat Sidenreng Rappang dalam
mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang disebut
sebagai “Monumen Ganggawa”. Pada kawasan ini juga berdiri
patung laki-laki yang memegang bambu runcing sebagai simbol
perlawanan rakyat dan juga patung perempuan yang membawa
bakul nasi sebagai simbol kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai penghasil beras di wilayah Sulawesi Selatan.
 Kawasan ruang terbuka hijau kota pangkajene juga berfungsi
sebagai media komunikasi warga kota, lokasi ini biasa dijumpai
pada taman Usman Isa dan kawasan Hutan Kota Panker yang
biasa ramai dikunjungi masyarakat.
3. Fungsi Ekonomi.
Pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka hijau dalam
pemenuhan fungsi ekonomi tergolong masih sangat kurang, pada
beberapa klasifikasi ruang terbuka hijau di kawasan kota
Pangkajene hanya hutan kota Panker yang dapat menghasilkan
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pendapatan bagi daerah Sidenreng Rappang melalui retribusi yang
dipungut dari pedagang yang ada di kawasan Hutan Kota.
Hal serupa disampaikan kepala seksi pembangunan sarana
prasarana utilitas umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (wawancara
tanggal 30 Maret 2017):
“...fungsi ekonomi pada ruang terbuka hijau di kota
Pangkajene masih tergolong sangat minim, karena hanya
pada kawasan hutan kota yang biasa orang sebut Panker
terjadi perputaran perekonomian yaitu pedagang yang ada di
sana, kemudian pemerintah penarik retribusi...”3
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa fungsi ekonomi pada ruang terbuka
hijau di kota Pangkajene masih harus ditingkatkan asalkan tidak
mengganggu fungsi-fungsi ruang terbuka hijau yang lain, karena
ruang terbuka hijau merupakan fasilitas publik yang berpotensi
dikunjungi banyak masyarakat.
4. Fungsi Estetika.
Pemenuhan fungsi estetika pada ruang terbuka hijau bertujuan untuk
memperindah lingkungan perkotaan. Taman Usman Isa dan taman
Ganggawa di kota Pangkajene telah di desain sedemikian rupa agar
dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung.
3 Hasil wawancara dengan Kepala seksi pembangunan sarana prasarana utilitas umum Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, pada hari Kamis
tanggal 30 Maret 2017.
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Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
“...memperindah kota merupakan salah satu fungsinya ruang
terbuka hijau publik makanya didesain sedemikian rupa agar
terlihat menarik. Di sisi lain agar bisa menarik minat
masyarakat untuk berkunjung di lokasi ruang terbuka hijau
tentunya harus memperhatikan aspek keindahan tersebut...”4
 Kawasan Ruang Terbuka Hijau kota Pangkajene berfungsi
dalam peningkatan kenyamanan dan memperindah lingkungan
kota baik dari skala mikro: halaman rumah dan lingkungan
permukiman, maupun skala makro: Taman Kota, Hutan Kota,
Jalur Hijau, dan Kawasan Olahraga.
 Kawasan Ruang Terbuka Hijau kota Pangkajene juga berfungsi
dalam membentuk faktor keindahan arsitektural. Contohnya
dalam pembangunan Taman Usman Isa dan Taman Kota
Ganggawa yang memperhatikan unsur keindahan Kota
Pangkajene.
Dalam pemenuhan ketentuan luasan Ruang Terbuka Hijau
kawasan perkotaan Pangkajene sesuai dengan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yang
menetapakan bahwa ketentuan Luasan ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan adalah 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH Publik
dan 10% RTH Privat yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang
4 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017)
49
(RDTR). Maka  melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), telah
dirancang peta rencana ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang demi memenuhi ketentuan
20% luasan ruang terbuka hijau publik.
Gambar 4. Peta Rencana RTH Publik Perkotaan Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan identifikasi kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Pangkajene sebagai ibu kota kabupaten Sidenreng Rappang eksisting
saat ini yaitu:
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Tabel 8. Perbandingan Antara Ketentuan RTH dan RTH Eksisting
(Saat ini)
RTH Publik RTH Privat Total RTH
Ketentuan 20% 10% 30%
Saat Ini 13,67% 3,83% 17,5%
Sumber Data:Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
danPerhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tabel ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan Pangkajene, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketersediaan
RTH di kota Pangkajene masih sangat jauh dari ketentuan yang telah
ditetapkan. Pada RTH publik saat ini masih kekurangan 6,33% dari
ketentuan semestinya. Sedangkan pada RTH privat jumlah yang masih
harus dipenuhi adalah sebesar 6.17% dari ketentuan.
Adapun klasifikasi RTH di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng
Rappang terdiri dari:
1. RTH Publik di Kota Pangkajene:
a. Taman Kota : Taman Usman Isa dan Taman Ganggawa
Taman usman isa sebagai taman kota di Kota Pangkajene
ini awalnya merupakan gelanggang olahraga namun kemudian
disetujui oleh Bupati menjadi taman kota mulai tahun 2016. Taman
Kota ini juga merupakan salah satu program kegunaan yang
multifungsi sehingga taman kota seringkali menjadi pusat
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perkumpulan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.
Karena banyaknya pengunjung dari taman kota ini maka
pemerintah dengan dibantu oleh Satpol PP berusaha untuk
menjaga taman kota tersebut.
Gambar 5. Site Plan Taman Usman Isa
Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Taman Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
yang menyatakan bahwa:
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“…Taman kota merupakan program pemerintah yang
mempunyai kegunaan yang multifungsi, selain sebagai
taman kota, juga menjadi kawasan rekreasi kota..”5
Pendapat yang sama dikemukakan oleh salah seorang tokoh
masyarakat di sekitar taman usman isa:
“…Adanya taman kota memberikan manfaat tersendiri bagi
masyarakat yaitu antara lain taman kota ini berfungsi
menjadi tempat berkumpul masyarakat, kawasan rekreasi
dan sebagai sarana olahraga juga…”6
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Seksi
Peningkatan Kualitas Taman Kota dan Masyarakat dapat ditarik
kesimpulan bahwa pelaksanaan penyediaan taman kota di Kota
Pangkajane untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat
dikatakan sesuai karena memberikan banyak manfaat kepada
masyarakat.
b. Hutan Kota : Kawasan Panker (Monumen
Ganggawa)
Hutan Kota yang berada di Kawasan Panker merupakan
salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang. Hutan kota ini memanfaatkan
lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan RTH. Hutan kota
ini dilestarikan atas dasar manfaat lingkungan yang sehat dan
5 Hasil wawancara dengaan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Taman Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Kamis, tanggal 30 Maret
2017
6 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017
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subur dan melibatkan masyarakat dalam tahap pemanfaatannya.
Hutan Kota awalnya sangat sering dikunjungi oleh masyarakat
akan tetapi seiring berjalannya waktu hutan kota ini menjadi kurang
dikunjungi oleh masyarakat, hal ini sangat dirasakan oleh para
pedagang yang berjualan di sekitar hutan kota ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang
di sekitar hutan kota kawasan pangker mengatakan bahwa:
“…Pengunjung hutan kota mulai berkurang karena
menjamurnya usaha warkop/kafe sebagai tempat kumpul
masyarakat, pendapatan yang didapat pedagang sewaktu
masih ramai pengunjung bisa mencapai Rp. 500.000/hari
namun sekarang maksimal Cuma Rp.  200.000/hari.
Berbeda dengan apabila ada acara di pelataran pangker
pendapatan bisa mencapai juta rupiah…”7
Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik
kesimpulan bahwa pelaksanaan penyediaan hutan kota telah
sesuai karena memberikan manfaat bagi para masyarakat terutama
para pedagang walaupun pengunjung hutan kota mulai sepi karena
banyaknya warkop/café yang lebih dipilih oleh masyarakat sebagai
tempat berkumpul. Kecenderungan masyarakat mulai
meninggalkan taman kota  yang disebabkan menjamurnya
warkop/cafe karena kehidupan sosial masyarakat Kabupaten
Sidenreng Rappang yang cenderung tertarik dengan lokasi yang
7 Hasil wawancara dengan pedagang di Kawasan Panker, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017.
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baru dan kekinian serta nyaman nyaman sebagai tempat
berkumpul bersama keluarga ataupun teman.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengunjung
Warkop yang menyatakan:
“...Masyarakat Sidrap itu biasanya begitu, segala apa yang
menjadi trend maka itulah yang diikuti oleh mayoritas orang.
Nongkrong di warkop sekarang sedang ramai di masyarakat, maka
warkop secara otomatis menjadi hal yang diburu masyarakat saat
ini...”8
c. Kawasan Olahraga : Dipusatkan di Stadion Ganggawa
(sedang direnovasi)
Kawasan olahraga ini merupakan salah satu klasifikasi RTH.
Kegiatan olahraga yang biasa terfokus di Stadion Ganggawa kini
mulai bergeser ke gelanggang olahraga Usman Isa yang kini
menjadi Taman Usman Isa. Hal tersebut dikarenakan stadion
ganggawa saat ini masih dalam proses renovasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengelola Stadion
Ganggawa:
“...Pemerintah pada saat ini membenahi beberapa
fasilitas umum, salah satunya adalah Stadion Ganggawa ini.
Renovasi ini dimulai sejak tahun 2016 dengan menggunakan
dana alokasi umum daerah. Hasilnya juga sudah dapat
dilihat langsung atapnya sudah di perbaiki, jendela lantai 2
sudah dibongkar dan diganti dengan yang baru, bahkan
toilet sudah diganti dengan yang baru, dan juga pintu utama
dan dinding telah dicat dengan warna biru orange. Selain itu,
taman di depan stadion juga dibongkar dan direnovasi. Baru-
8 Hasil wawancara dengan seorang informan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017
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baru ini telah dirampungkan penambahan elevasi areal
lapangan setinggi 60cm. Kini Stadion Ganggawa telah
berada pada tahap penyelesaian dan siap untuk digunakan
kembali...”9
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola stadion,
maka dapat disimpulkan bahwa renovasi pusat olahraga dalam hal
ini stadion Ganggawa oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang adalah bentu upaya pemerintah dalam meningkatkan
kualitas sarana olahraga bagi masyarakat.
d. Jalur Hijau
Jalur hijau jalan yang ada di Kota Pangkajene yaitu terletak di:
 Jalan Jendral Sudirman
 Jalan Ganggawa
 Jalan Lanto Dg. Pasewang
 Jalan Jendral A. Yani
 Bantaran Sungai Taklasi
 Depan Kantor Bupati yaitu Penataan tribun dan
landscape lapangan upacara SKPD dan Landscape
halaman depan Kantor Bupati
Jalur hijau di kawasan perkotaan merupakan suatu
hamparan lahan jalur penempatan tanaman serta elemen lainnya
yang terletak di dalam ruang milik jalan ataupun sungai dan lahan
9 Hasil wawancara dengan pengelola stadion Ganggawa, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017
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sekitarnya. Sering disebut jalur hijau karena biasanya  didominasi
oleh tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
Hal tersebut juga diungkapakan oleh kepala Seksi Tata
Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan:
“...penataan ruang jalur hijau di Kota Pangkajene ini bukan
hanya di badan jalan saja, tapi juga ada di tepian sungai. Jalur hijau
ini merupakan taman yang terhampar di sepanjang jalan yang
berfungsi menyegarkan hawa dalam kota khususnya di sekitaran
jalan yang ramai dengan kendaraan bermotor. Jalar hijau ditanami
dengan beberapa tanaman bunga dan juga pohon serta rumput
yang ditata dengan rapi...”10
Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa
jalur hijau disamping memiliki fungsi untuk memperindah jalan di
kawasan perkotaan juga berfungsi untuk memberi kesejukan
kawasan perkotaan khususnya di kawasan jalan yang yang ramai
dengan kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara.
2. RTH Privat di Kota Pangkajene
Untuk kawasan RTH Privat Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng
Rappang adalah pekarangan rumah masyarakat. Namun pada
pelaksanaannya ternyata pemilik rumah cenderung menata pekarangan
rumahnya menggunakan paving block, sehingga tidak ada lagi tempat
yang tersedia untuk ditanami dengan tanaman hijau sebagai penunjang
ekologis lingkungan.
10 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Kepala
Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup bahwa:
“…Untuk mencapai 30% ketentuan luasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) kawasan perkotaan maka yang sangat penting dan menjadi
prioritas yaitu ketersediaan RTH Privat yang 10% itu. Menyediakan
RTH Privat merupakan kewajiban seluruh masyarakat karena telah
diatur di dalam Undang-undang,namun dalam kenyataannya banyak
masyarakat yang lebih memilih untuk menata pekarangan rumah
dengan menggunakan paving block. Maka langkah yang ditempuh oleh
pemerintah yaitu dengan menghimbau atau mengajak pemilik rumah
untuk juga memperhatikan aspek ekologis lingkungan rumah mereka
dengan cara menanam bunga di dalam pot…”.11
Berdasarkan hasil wawncara penulis dengan Kepala Bidang
Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan bahwa
kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan
luasan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% terkendala pada
kesadaran masyarakat dalam menyediakan pekarangan rumahnya
untuk dijadikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau privat. Maka
langkah yang ditempuh pemerintah hanyalah sebatas menghimbau
pemilik rumah untuk pemenuhan kawasan ruang terbuka hijau privat
tersebut.
Berdasarkan data pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat bahwa
11 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017
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penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah
perkotaan belum tercapai. Adanya ketidaksesuaian antara antara
ketersediaan RTH saat ini dengan ketentuan yang ditetapkan.
Total RTH Publik dan Privat sebesar 17,5% dari penetapannya
sebesar 30%, dengan rincian RTH Publik hanya sebesar 13,67% dari
penetapannya sebesar 20% dan RTH Privat hanya sebesar 3,83% dari
penetapannya sebesar 10%. Jika dibandingkan antara RTH Publik dan
RTH Privat maka ketersediaan RTH Privat saat ini yang masih cukup jauh
dari ketentuan penetapan luas kawasan RTH Privat.  Hal ini disebabkan
oleh beberapa hal yaitu karena pemerintah masih terfokus pada
pembangunan yang lain contohnya median jalan dan kurangnya
kesadaran masyarakat untuk menyediakan pot berisi tanaman di
pekarangan rumah mereka.
Menurut Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan yang menyatakan bahwa:
“…Sebenarnya alasan mengapa ada ketidaksesuaian antara
ketersediaan RTH dengan yang ditetapkan yaitu karena pemerintah pada
saatini masih terfokus pada pembangunan yang lain contohnya jalan yang
menghubungkan Kota Parepare - Pangkajene. Pemerintah saat ini
melakukan pembangunan secara bersamaan antara pembangunan yang
satu dengan yang lain, saya rasa hal ini menjadi penyebab mengapa
ketersediaan RTH belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Mungkin
saat ini pemerintah memberi skala prioritas pada pembangunan lain yang
lebih mendesak dan prioritas untuk RTH juga akan ada periodenya,
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lagipula Taman Usman Isa dan Taman Ganggawa baru saja selesai
pembangunannya, Stadion Ganggawa juga sementara direnovasi…”12
Maka dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian ketentuan luasan
ruang terbuka hijau yang terjadi sekarang ini disebabkan karena waktu
yang dibutuhkan untuk pemenuhan ketentuan luasan tersebut adalah
program pemerintah jangka panjang yang menunggu waktu untuk
penyelesaian pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang cenderung memberi prioritas tersendiri dalam pelaksanaan
pembangunan fasilitas umum lainnya.
Gambar 6. RTH Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
12 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017
Gedung ex. PSDA
Gor Usman Isa
Parkiran Stadion
Ganggawa
Jalur Hijau Depan
Kantor Bupati
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Pada gambar 6. Di atas merupakan peta pembangunan ruang terbuka
hijau yang menjadi prioritas utama beberapa tahun terakhir oleh
pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang pada kawasan
perkotaan Pangkajene. Pada peta di atas menunjukkan lokasi rencana
pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di kota Pangkajene. Pada
tahun 2017 ini hanya gedung ex. PSDA yang belum rampung
pengerjaannya.
Gambar 7. Rancangan Master Plan Kota Pangkajene
Pada gambar 7. Rancangan Master Plan Kota Pangkajene
merupakan peta administrasi kota Pangkajene yang menjelaskan lokasi
Kota Pangkajene sebagai pusat kawasan perkotaan dan sekaligus
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menjadi ibukota kabupaten  di Kabupaten sidenreng Rappang. Peta
tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Pangkajene mencakup 4
kelurahan didalamnya, yaitu kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Majjelling,
Kelurahan Batu Lappa dan Kelurahan Pangkajene itu sendiri.
Gambar 8. Land Use Kota Pangkajene
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Pada gambar 8. Land Use Kota Pangkajene merupakan peta
kondisi penggunaan lahan dikota Pangkajene pada sekarang ini, serta
menjelaskan lokasi-lokasi penggunaan lahan kawasan perkotaan
Pangkajene yang terdiri dari: gedung serbaguna, perkebunan, lahan
kosong, kawasan kesehatan, lapangan, lembaga pemasyarakatan,
pemakaman, pendidikan, permukiman, perdagangan, peribadatan,
perkantoran, RTH, sawah, semak belukar dan tegalan. Berdasarkan peta
land use di atas terlihat bahwa sebagian besar kawasan kota Pangkajene
masih didominasi lahan persawahan.
Tabel 9. Rencana Pengembangan RTH Kota Pangkajene Kabupaten
Sidenreng Rappang
Taman Kelurahan
- Luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas
minimal 9.000 m2
- Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang ada di Perkotaan
Pangkajene, antara lain Taman kelurahan ini dikategorikan sebagai
taman lingkungan.
Untuk jenis taman aktif
Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi
- Lapangan (untuk olah
raga atau aktifitas
lainnya)
- Bangku taman
- Mainan anak
60 – 70 % dari
luas lahan RTH
Setidak-tidaknya 25 pohon
(pohon sedang dan kecil),
Semak, Perdu, Penutup tanah
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Untuk jenis taman pasif
Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi
- Sirkulasi pejalan kaki,
lebar 1,5 – 2 m
- WC umum
- 1 unit kios (jika
diperlukan)
- Kursi – kursi taman
70 – 90 % dari
luas lahan RTH
Setidak-tidaknya 50 pohon
(pohon sedang dan kecil),
Semak, Perdu, Penutup tanah
Sumber Data:Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
danPerhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
Pada tabel 9. Rencana Pengembangan RTH kota Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjelaskan secara detail
rancangan taman kota yang sekaligus menjadi taman lingkungan serta
sarana olahraga masyarakat kota. Pada tabel tersebut dijelaskan tentang
pemenuhan sarana fasilitas taman, proporsi ruang hijau beserta unsur
pemenuhan vegetasi yang ada di dalamnya.
Tabel 10. Indikasi Program Pengembangan RTH Kota Pangkajene
KabupatenSidenreng Rappang:
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Sumber Data:Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
danPerhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
Pada tabel 10. Indikasi program pengembangan RTH Kota
Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjelaskan rencana
jenis pembangunan RTH yang akan dilaksanakan sesuai dengan priode
yang telah ditetapkan beserta instansi pelaksana program pembangunan
tersebut. Maka dengan memperhatikan tabel di atas, penulis berpendapat
bahwa ruang terbuka hijau kota Pangkajene yang masih kurang atau
belum sesuai dengan ketentuan 20% RTH publik dikarenakan sebagian
pembangunan RTH Lain dan RTH Jalur Hujau merupakan prioritas jangka
menengah dan jangka panjang oleh pemerintah, sehingga
pembangunannya seakan menunggu waktu untuk dilaksanakan.
Jenis
RTH Luasan Lokasi
Jangka
Pendek
(<5
tahun
Jangka
Menengah
(5-10
tahun)
Jangka
Panjang
(10-20
tahun)
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Taman
Usman
Isa
7.747
Jl. Jend.
Ahmad
Yani, Jl.
Usman
Isa
2015 - -
Dinas
Pertamanan
dan Cipta
Karya
APBN
(pusat)
Taman
Ganggawa 8.246
Desa
Lautang
Benteng
2015 - -
Dinas
Pertamanan
dan Cipta
Karya
APBN
(pusat)
dan
APBD
RTH Lain
Seluruh
Wilayah
Perkotaan
- 2021 2031
Dinas
Pertamanan
dan Cipta
Karya
APBN
(pusat)
dan
APBD
RTH Jalur
Hijau
Seluruh
Jalan - 2021 2031
Dinas
Pertamanan
dan Cipta
Karya
APBN
(pusat)
dan
APBD
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4.4 Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Pangkajene
Kesadaran akan pentingnya mempertahankan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang dicanangkan oleh pemerintah perlu diapresiasi mengingat
minimnya upaya-upaya ke arah tersebut. Pengelolaan kawasan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) adalah upaya untuk mengubah, mengatur dan
menata kawasan RTH agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal.
Baik buruknya pelaksanaan pengelolaan/pemeliharaan akan sangat
menentukan tingkat keberhasilan dalam mempertahankan Ruang Terbuka
Hijau (RTH). Tahap pengelolaan RTH seringkali tidak dilaksanakan
dengan baik dalam keseluruhan proses merencanakan–merancang–
melaksanakan.
Faktor dalam pengelolaan RTH yaitu:
 Fisik : sumber daya lahan, iklim, peralatan, bahan – bahan
pemeliharaan
 Sosial Budaya : organisasi pengelola, s.d.m., perilaku
pengunjung
 Ekonomi : ketersediaan dana, kemampuan pengguna atau
masyarakat
Adapun proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 Menetapkan tujuan pengelolaan
 Merencanakan operasional pengelolaan
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 Melaksanakan pekerjaan pengelolaan
 Memantau kegiatan pengelolaan
 Mengevaluasi kegiatan pengelolaan
 Melakukan re - design pengelolaan ( jika diperlukan )
Isu utama permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini yaitu
peningkatan pemanasan global, maka dari itu pemerintah Kota
Pangkajene merasa penting untuk melakukan pengelolaan terhadap RTH
yang ada di Kota Pangkajene dengan tujuan untuk mewujudkan
pemeliharaan lingkungan hijau sehingga dapat tercipta lingkungan yang
sehat, bersih dan indah.
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene
memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Manfaat
tersebut dapat dibedakan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak
langsung, yaitu sebagai berikut:
a. Manfaat Langsung
Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene seperti
Taman Usman Isa dan Kawasan Panker yaitu untuk
menghijaukan kota dan membuat nyaman sirkulasi kota. Tetapi
lebih dari itu, keberadaan Taman Usman Isa, Kawasan Panker
dan kawasan RTH lainnya secara langsung juga memberikan
manfaat keindahan dan kenyamanan. Manfaat ini dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan
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jasmani masyarakat dengan adanya fasilitas olahraga akan bisa
dihadirkan dengan tersedianya ruang terbuka hijau.
Hal tersebut senada dengan pernyataan Lurah Pangkajene
yang mengungkapkan bahwa:
“…Hampir tak ada hentinya masyarakat menggunakan
fasilitas yang disediakan pemerintah ini, mulai dari subuh-
pagi ada kegiatan seperti lari subuh, jalan santai, senam
aerobic begitupun pada sore hari ada kegiatan jogging,
komunitas skateboard dan biasa juga ada kegiatan
komunitas membaca bagi anak-anak…”13
Manfaat lain dari ketersediaan RTH di Kota Pangkajene yang
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu kawasan taman
Usman Isa dan Kawasan Panker yang menjadi sarana rekreasi
kota, sebagai tempat berkumpulnya para masyarakat untuk
melakukan berbagai aktivitas mulai dari anak-anak, remaja, dan
dewasa, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk
berjualan. Selain itu untuk kawasan Stadion Ganggawa dapat
dirasakan langsung manfaatnya yaitu sebagai tempat untuk
berolahraga.
b. Manfaat Tidak Langsung
Untuk manfaat ruang terbuka hijau secara tidak langsung, dalam
hal ini akan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang
panjang. Manfaat tidak langsung dari tersedianya ruang terbuka
hijau di Kota Pangkajene yaitu pembersih udara yang efektif,
13 Hasil wawancara dengan Lurah di Kelurahan Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017
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pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah,
memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen di
perkotaan.
Hal tersebut juga di ungkapkan oleh kepala bidang
perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup (wawancara tanggal 30 Maret
2017):
“...dalam lingkungan perumahan apalagi di kawasan
perkotaan sangat penting adanya ruang terbuka hijau karena
sangat berpengaruh terhadap bagaimana kualiatas hidup
masyarakat yang ada di sekiatarnya. Contohnya pada
kawasan hutan kota tentunya sangat berperan dalam
meningkatkan cadangan oksigen di Pangkajene ini.
Begitupun RTH lain yang mempunyai lokasi yang cukup luas
juga berfungsi dalam persediaan air tanah...”14
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat
disimpulkan bahawa manfaat yang dirasakan masyarakat dengan
adanya ruang terbuka hijau bukan hanya yang dapat dilihat secara
langsung, melainkan juga mempunyai manfaat yang tidak disadari
salah satunya meningkatkan cadangan oksigen dan juga
persediaan air tanah.
1. Taman Kota
14 Hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017)
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Pengelolaan taman kota yang baru diarahkan untuk menjadi RTH
Publik atau terbuka bagi kalangan luas yaitu taman Usman Isa yang
awalnya adalah Gor Usman Isa. Pengelolaan taman kota ini masih
terus berlangsung hingga sekarang. Pengelolaan ini terus dilakukan
untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu taman
kota bertambah seluas 1,25 Ha pada tahun 2018. Pengelolaan yang
dilakukan yaitu mengelola atau memelihara sarana dan prasarana
secara rutin dan berkala. Pembangunan fisik dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, setelah
selesai maka diambil alih oleh Seksi Pertamanan untuk operasional,
pengadaan bibit tanaman, perawatan taman serta pengawasannya,
selain itu pengelolaan atau perawatan juga dilakukan oleh komunitas
yang aktif menggunakan fasilitas RTH.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemb.
Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup:
“…pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana RTH
dilakukan secara rutin,berkala dan ada juga yang hanya
sewaktu-waktu. Sarana dan prasarana yang kami
peruntukkan di RTH merupakan sebuah upaya pemerintah
untuk menunjang kebutuhan masyarakat…”15
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang,
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan):
15 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemb. Sarana dan Prasarana Utilittas Umum Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Kamis
tanggal 30 Maret 2017.
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“…Pembangunan fisik dilakukan oleh Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan selebihnya diambil alih oleh Dinas
Pertamanan,selan itu komunitas yang aktif dalam
penggunaan fasilitas RTH akan dilibatkan dalam
menjaga/merawat taman. Pada saat ini komunitas tersebut
aktif dalam menjaga kebersihan taman Usman Isa melalui
kegiatan kerja bakti setiap minggu…”16
Meskipun demikian dari hasil pengamatan dan wawancara
dengan beberapa informan dalam hal pengelolaan taman kota
terdapat beberapa masyarakat yang beranggapan belum puas
dengan pengelolaan dan perawatan terhadap taman kota tersebut.
Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang informan yaitu sebagai
berikut:
“…perawatan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari
rumput, cat (keindahan) masih perlu ditingkatkan, serta
masih banyaknya sampah yang berserakan di kawasan
taman kota dan juga pihak keamanan yang jarang berada di
lokasi ini…”17
Dari hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana taman kota
sebagai indikator terpenuhinya ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan masih harus ditingkatkan dalam pengelolaannya karena
masih adanya keluhan dari beberapa masyarakat.
2. Hutan Kota
16 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017
17 Hasil wawancara dengan seorang informan pada tanggal 6 April 2017
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Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan. Pengelolaan hutan kota dilakukan langsung oleh
dinas kehutanan dan juga dibantu oleh pedagang yang aktif dalam
penggunaan fasilitas RTH ini. Pengelolaan hutan kota merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
namun dibagi atas 2 kawasan. Suatu kawasan hutan kota yang baik
adalah apabila kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas sarana
dan prasarana yang menunjang.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang pedagang
di sekitar hutan kota yaitu:
“…pengelolaan hutan kota dibagi atas 2 kawasan, yaitu
kawasan pepohonan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan
serta kawasan ekonomi (tempat jualan) dikelola oleh para
pedagang, kami para pedagang di kawasan hutan kota
dipungut retribusi oleh pemerintah daerah sebesar Rp.
50.000/bulan dan kami tidak merasa berat membayar
retribusi karena telah disediakan kios oleh pemerintah sejak
tahun 2010…”18
Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
hutan kota sebagai salah satu klasifikasi ruang terbuka hijau yang
dikelola pihak pemerintah dan melibatkan masyrakat dalam hal ini
pedagang untuk pengelolannya.
3. Kegiatan Olahraga
18 Hasil wawancara dengan pedagang pada hari Jumat tanggal 7 April 2017
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Salah satu klasifikasi RTH yaitu kawasan hijau kegiatan olahraga,
maka pengelolaan kawasan olahraga ini dilakukan untuk
mewujudkan dan memaksimalkan pemusatan kegiatan olahraga
masyarakat Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang di
sekitar Stadion Ganggawa. Pengelolaan pusat kegiatan olahraga di
Kota Pangkajene terus dilakukan dengan memperhatikan unsur-
unsur yang ada di dalam lapangan tersebut seperti ketersediaan
sarana dan prasarana, dan yang paling penting pengelolaan
dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang melakukan
aktivitas olahraga.
Berikut adalah hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Pemb.
Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yaitu
bahwa:
“…pemeliharaan sarana dan prasarana daerah adalah
murni tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi
pada bidang itu, sarana dan prasaran diperuntukkan bagi
masyarakat secara umum yang ingin melakukan kegiatan
olahraga maka diperlukan keterlibatan masyarakat untuk
menjaga sarana dan prasarana tersebut agar tidak
rusak…”19
4. Jalur Hijau
Jalur hijau juga merupakan salah satu klasifikasi Ruang Terbuka
Hijau (RTH). Seperti halnya pada pengelolaan RTH lainnya,
19 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemb. Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Selasa
tanggal 11 April 2017
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pengelolaan jalur hijau di Kota Pangkajene masih terus dilakukan
secara rutin. Pengelolaan jalur hijau yang dilakukan yaitu dengan
dilakukannya perbaikan trotoar jalan, penanaman bunga dan pohon,
penyiramantanaman, pengecetan trotoar dan pemeliharaan kawasan
jalur hijau tersebut. Pengelolaan jalur hijau sebagai salah satu Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene masih terus dilakukan
secara rutin. Jalur hijau yang menjadi prioritas beradadi sekitar Jalan
Jendral Sudirman, Jalan Ganggawa, Jalan Lanto Dg. Pasewang,
Jalan Jendral A. Yani, tepian sungai takkalasi dan di depan Kantor
Bupati.
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Taman, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup:
“...pengelolaan jalur hijau hampir sama dengan pengeloaan taman
kota, karena jalur hijau juga berisi tanaman-tanaman yang harus
dirawat secara berkala. Perbedaannya hanyalah luasan jalur hijau
yang memanjang menysuri jalanan sedangkan taman kota hanya
pada lokasi tertentu saja. Kegiatan yang kami lakukan dalam
mengelola atau merawat jalur hijau adalah melakukan peninjauan
secara rutin tentang apa saja yang harus segera dibenahi apabila
terjadi kerusakan fisik pada jalur hijau tersebut serta penyiraman
tanaman pada malam hari...”20
4.5 Faktor yang Mempengaruh Ketersediaan Kawasan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng
Rappang
20 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Taman, Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada hari Selasa tanggal 11 April 2017
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Kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidenreng
Rappang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2012-2032. Di dalam peraturan daerah tersebut ada beberapa
kecamatan, salah satunya  yaitu Kota Pangkajene yang merupakan ibu
kota kabupaten.
Tetapi di dalam proses implementasinya, tidak semua berjalan sesuai
dengan misi yang ingin diwujudkan. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan hal tersebut dan sangat mempengaruhi pelaksanaan dan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene.
4.5.1 Factor-faktor pendukung
a. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2012-2032
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2014-
2018 ditetapkan visi “Terwujudnya Sidenreng Rappang yang
Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius dengan
Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat”. Salah satu kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah daerah guna mencapai visi
tersebut ialah mengembangkan infrastruktur yang mendorong
percepatan ekonomi dilakukan melalui program unggulan atau
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prioritas dengan pengelolaan dan penataan ruang yang efektif,
efisien dan berkelanjutan melalui Program Pengembangan
Kota Hijau. Peraturan itulah yang menjadi landasan hukum
(legal formal) pemanfaatan dan penggunaan setiap ruang
termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidenreng
Rappang.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
tahun 2012 lebih dulu terbit daripada Peraturan Daerah tentang
Bangunan Gedung, meskipun begitu Peraturan Daerah tentang
Bangunan Gedung tersebut dapat mendukung proses
implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 secara
umum.
Dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung tahun
2014 ditegaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau pada tapak
bangunan gedung didasarkan pada ketentuan KDB dan
peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya meliputi:
 Menjamin tersedianya ruang terbuka hijau pengganti
tapak bangunan gedung dengan luas ruang terbuka
hijau yang dirancang sebagai bagian dari gedung
yang mempertimbangkan kondisi lingkungan
setempat.
76
 Menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh
pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya
cukup menaungi ruang terbuka yang permukaannya
diperkeras
 Menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon
peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya
sebagai elemen lansekap lingkungannya, dan
 Menjamin tersedianya area resapan air pada tapak
bangunan gedung
Pengembang atau orang yang membangun kawasan wajib
menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau dan sumur
resapan sesuai dengan persyaratan yang  ditetapkan.
Besarnya ruang terbuka hijau yang dimaksud adalah sebesar
30% dari luas lahan atau sesuai dengan RTRW Kabupaten,
RDTR, dan atau RTBL. Apabila ruang terbuka hijau belum
ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR dan atau RTBL
maka Bupati akan membuat ketetapan yang bersifat sementara
dengan setiap permohonan bangunan.
c. Fasilitas Akses Jalan Menuju Kawasan RTH.
Akses jalan menuju lokasi ruang terbuka hijau yang
memadai juga termasuk faktor pendukung terlaksananya ruang
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terbuka hijau ini. Akses jalan tentunya akan sangat
berpengaruh dalam mengukur berfungsi atau tidak-nya suatu
fasiliatas publik, karena akses jalan yang mudah dan memadai
menjadi faktor yang dapat menarik minat masyarakat untuk
berkonjung pada suatu lokasi. Sebaliknya apabila akses jalan
yang dilewati transportasi masyarakat tidak memadai menuju
suatu lokasi fasilitas publik tentunya akan berpengaruh pada
ketertarikan masyarakat untuk berkunjung pada lokasi tersebut.
Dari semua klasifikasi ruang terbuka hijau publik yang ada di
Kota Pangkajene yang terdiri dari Taman Kota, Hutan Kota,
pusat Kegiatan Olahraga dan Jalur Hijau. Seluruhnya telah
memadai untuk diakses oleh masyarakat khususnya pada
akses jalan menuju lokasi kawasa ruang terbuka hijau tersebut.
Dari penjelasan di atas, tampak adanya hubungan antara
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
4.5.2 Faktor-faktor Penghambat
a. Prioritas Kebijakan Prembangunan
Permasalahan yang terjadi  dalam lingkup perencanaan
pembangunan  kota Pangkajene, yang di antaranya
mengakibatkan kurangnya lahan RTH, yaitu fokus perencanaan
pembangunan, prioritas kebijakan publik yang lebih
mendahulukan kepentingan mendesak. Perencanaan
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pembangunan mempengaruhi arah perkembangan kota
Pangkajene itu sendiri nantinya. Menyusun perencanaan
pembangunan merupakan sesuatu yang sulit. Kesulitan dalam
penyusunan itu antara lain karena meliputi banyak stake holder
yang terlibat, disamping masalah politik yang tidak dapat
diabaikan.
RTH dari sisi perencanaan sudah menjadi salah satu yang
menjadi prioritas utama kota Pangkajene. Kota Pangkajene
sudah mulai memperhatikan penataan ruang dan lingkungan
dalam hal ini ruang terbuka hijau sejak mengikuti Program
Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
b. Lemahnya Pengawasan
Kontrol atau pengawasan adalah suatu hal yang
berfungsi membantu memastikan apakah aktivitas yang
dilakukan sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan dan
untuk memfasilitasi bagaimana melakukan perbaikan
terhadap hal tersebut.
Apabila sistem pengawasan berjalan baik maka akan
diperoleh berbagai keuntungan maupun kelebihan dari
proses pengawasan yaitu tujuan akan diwujudkan lebih
cepat, murah dan lebih mudah dicapai, menciptakan
suasana keterbukaan, kejujuran dan transparan,
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menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga
dalam organisasi.
Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya dikarenakan
tugas dan fungsi pengawas yang tidak maksimal.
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas
lingkungan hanyalah sampai batas mengawasi teknis
bangunan dan lingkungan terkait dengan kesesuaian site
plan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan.
Kurangnya pengawasan yang ada pada badan pengawas
mengakibatkan kurangnya kesadaran yang timbul dari
masyarakat kota Pangkajene, mereka harusnya ikut
berpartisipasi dalam merawat dan menjaga lingkungan.
c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Salah satu factor penghambat ketersediaan RTH di Kota
Pangkajene yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat
mulai dari menyediakan RTH Privat sampai pada
pengelolaan RTH Publik.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga
fasilitas yang disediakan pemerintah di RTH Publik seperti
tidak melalui jalan yang ditetapkan, melakukan kegiatan
yang berpotensi merusak taman, membuang sampah tidak
pada tempatnya merupakan persoalan yang sampai saat ini
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menjadi fokus pemerintah dan pengelola RTH dalah usaha
untuk menanggulanginya.
Sama halnya dengan pemenuhan ruang terbuka hijau
privat yang ada pada masing-masing pekangan rumah
masyarakat yang masih sangat kurang pemenuhannya. Hal
tersebut dikarenakan mayoritas pemilik rumah tidak
memperhatikan aspek ruang terbuka hijau privat yang
sebenarnya adalah tanggungjawab masing-masing pemilik
rumah.
Kesadaran lingkungan merupakan suatu syarat yang
mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif.
Artinya, tanpa adanya kesadaran tentang lingkungan hidup
bagi masyarakat maka tentu pengembangan lingkungan ke
arah yang bermanfaat tidak akan tercapai.
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bab IV sebelumnya yang menyajikan hasil
penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan kesimpulan hasl
penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai
masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan
selanjutnya.
5.1 Kesimpulan
1. Pemerintah Daerah Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng
Rappang telah menata dan menyediakan berbagai bentuk
Ruang Terbuka Hijau berdasarkan klasifikasinya dan berdasar
pada peraturan yang ada. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang
tersedia saat ini terdiri dari:
 Taman Kota (Taman Usman Isa dan Taman
Ganggawa)
 Hutan Kota (Kawasan Pangker)
 Kegiatan Olahraga (Dipusatkan di Stadion Ganggawa)
 Jalur Hijau Jalan (Jalan Jendral Sudirman, Jalan
Ganggawa, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Jalan Jendral
A. Yani, Bantaran Sungai Takkalasi dan di depan
Kantor Bupati)
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Dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang terkait
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene sampai saat
ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara
ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
RTH Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang belum
mencapai ketentuan yaitu minimal 30% dari luas kawasan
perkotaan, yang sampai saat ini baru mencapai 17,5% dari
luas daerah Kota Pangkajene. Hal ini disebabkan karena
pemerintah yang masih terfokus pada pembangunan lain
seperti pembuatan media jalan yang menghubungkan Kota
Parepare-Pangkajene, dalam hal ini pemerintah melakukan
pembangunan dengan menggunakan metode skala prioritas
pembangunan fasilitas tertentu sehingga pembangunan RTH
menjadi seakan menunggu giliran untuk menjadi prioritas
pada priode lain, selain itu hal yang sama pentingnya yaitu
masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk
menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di
pekarangan rumah.
2. Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang melibatkan berbagai pihak
yaitu berbagai Dinas, Komunitas-komunitas yang aktif
menggunakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Masyarakat.
Pengelolaan RTH ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan
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mengingat masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat
mengenai kebersihan dan keindahan RTH tersebut
3. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Kota Pangkajene meliputi factor penghambat dan
pendukung. Faktor penghambat berupa polusi udara dan
peningkatan pemanasan global dan kurangnya kesadaran
masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu kebijakan
pemerintah dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012-2032, Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimplan diatas, maka saran-saran yang
diberikan peneliti yaitu:
1. Pemerintah Daerah perlu lebih mengkaji ketersediaan
sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai Ruang
Terbuka Hijau (RTH) mengingat Kabupaten Sidenreng
Rappang memiliki sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
bahkan pemerintah perlu menambah ketersediaan RTH di
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Kota Pangkajene sehingga dapat sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan,
2. Selain itu sebaiknya pemerintah daerah bisa memberikan
skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
sehingga pembangunan yang direncanakan bisa berjalan
maksimal sesuai yang diharapkan baik itu dalam hal
pencapaian, waktu, dan biaya.
3. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi kepada
masyarakat apabila masyarakat tidak mengikuti himbauan
pemerintah untuk menyediakan RTH Privat di pekarangan
rumah masing-masing, sehingga masyarakat dapat turut
serta dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di
Kota Pangkajene.
4. Pemerintah seharusnya lebih cermat dalam mengawasi
proses penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) sehingga lemahnya pengawasan tidak lagi menjadi
faktor penghambat ketersediaan RTH di Kota Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang.
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PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 5 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
TAHUN 2012 - 2032 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
 
a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten 
Sidenreng Rappang dengan memanfaatkan ruang wilayah 
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, 
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, 
perlu disusun rencana tata ruang wilayah; 
b.  bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka 
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi 
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, 
masyarakat, dan/atau dunia usaha; 
c.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang; 
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032. 
Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 
Menimbang : 
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3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 2687); 
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167); 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 84); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 132); 
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10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140); 
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7); 
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49); 
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5103); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 
21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Pulau Sulawesi; 
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah 
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 
26); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2009 – 2013   (Lembaran Daerah Tahun 2009 
Nomor 1). 
 
Dengan Persetujuan  
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 
– 2032. 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1  
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
3. Bupati adalah Bupati  Sidenreng Rappang 
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4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang 
udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan kehidupannya. 
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 
hubungan fungsional. 
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya. 
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan 
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 
dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 
tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem 
pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi 
pengembangan. 
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budidaya. 
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
alam dan sumberdaya buatan. 
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 
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20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, 
nasional, atau beberapa provinsi. 
24. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah 
pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat 
ditetapkan sebagai PKN. 
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota 
atau beberapa kecamatan. 
26. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah 
pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat 
ditetapkan sebagai PKW. 
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau 
beberapa kecamatan. 
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah 
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat 
ditetapkan menjadi PKL. 
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah 
kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan 
kawasan perbatasan negara. 
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau 
beberapa desa. 
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah 
wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, 
cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat 
dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi 
Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi Produksi, dan Pasca Tambang 
baik diwilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah 
administrasi. 
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33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
34. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas 
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat 
dan bergerak dalam penataan ruang. 
35. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, 
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut 
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mempunyai fungsi 
membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 
37. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang 
mendapat air dari satu jaringan irigasi. 
 
BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 
 
Bagian Kesatu 
Tujuan Penataan Ruang 
 
Pasal 2 
 
Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 
Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada 
pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks 
pembangunan manusia yang tinggi. 
 
Bagian Kedua 
Kebijakan Penataan Ruang 
 
Pasal 3  
 
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas : 
a. penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 
c. pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah 
yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata 
berdasarkan potensi lokal; 
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d. penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi 
produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan 
penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya 
air, dan prasarana lingkungan; 
e. pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan 
lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan 
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, 
kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana 
alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, 
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya 
dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak 
boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;  
f. pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan 
dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  
g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan 
perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing 
tinggi; dan 
h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 
Negara. 
 
Bagian Ketiga 
Strategi Penataan Ruang 
 
Pasal 4  
 
(1) Strategi penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: 
a. menata administrasi kependudukan; 
b. memeratakan dan memacu pembangunan ekonomi di seluruh wilayah 
daerah. 
(2) Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: 
a. meningkatkan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan 
prasarana pendidikan secara lebih merata;  
b. meningkatkan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang 
memadai dengan kualitas yang prima. 
(3) Strategi pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan 
wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi : 
a. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan 
secara berjenjang; 
b. mengembangkan perkotaan kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial  
ekonomi bagi area yang lebih luas; 
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c. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan 
Watang Pulu; 
d. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, 
yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, 
hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran 
rendah untuk pertanian pangan, dan usaha perdesaan lainnya; 
e. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil, 
serta pengembangan sistem agribisnis pada kawasan potensial; dan 
f. mengembangkan kawasan wisata sebagai andalan pengembangan 
perdesaan. 
(4) Strategi penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim 
investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan 
dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber 
daya air, dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf d, meliputi: 
a. mengembangkan sistem transportasi darat melalui pengembangan jalan 
antara Kota Parepare – Kabupaten Sidenreng Rappang – Kabupaten 
Wajo / pengembangan jalan arteri primer, jalan lingkar kota serta jalan 
lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan 
penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di 
jalan arteri maupun kolektor guna mendukung perkembangan industri, 
pertanian dan pariwisata; 
b. mengembangkan prasarana transportasi darat dengan upaya 
pemeliharaan dan peningkatan terminal tipe C pada beberapa terminal 
yang tersebar di wilayah kecamatan yang berpotensi sebagai sumber 
bangkitan dan tarikan lalulintas; 
c. mengembangkan dan penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) 
yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan 
menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan 
pemasaran di bidang industri dan pariwisata; 
d. mengembangkan sumber daya pengairan dengan peningkatan sistim 
jaringan irigasi (teknis, semi teknis, sederhana), perlindungan terhadap 
sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, serta pengembangan 
cekdam dan embung pada kawasan potensial guna pengembangan 
sektor pertanian; 
e. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan 
listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir, 
serta pengembangan sistem penyediaan setempat melalui mikro hidro 
dan Bio-Mass Energy guna mendukung pertumbuhan wilayah dan 
peningkatan investasi; dan 
f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan optimalisasi tingkat 
penanganan sampah perdesaan dan perkotaan melalui pengelolaan 
sampah berkelanjutan dan mendukung pertanian yaitu menjadikan 
sampah hasil pertanian sebagai bahan baku kompos, pengembangan 
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TPA, serta melakukan upaya reuse, reduce dan recycle (3R) terhadap 
timbunan sampah dan limbah secara terpadu. 
(5) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi 
utamanya sebagai fungsi lindung dan tidak dialihfungsikan untuk kegiatan 
budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi: 
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung dengan pelarangan 
melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan 
hutan lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah 
mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif 
dengan pelibatan peran serta masyarakat sekitar kawasan; 
b. mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan 
kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang 
meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar DAM, cekdam, embung dan 
mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan 
kawasan dan mengutamakan vegetasi; 
c. mengembangkan dan pemantapan kawasan pelestarian alam hanya 
diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian 
kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus yang 
ada dan sifatnya setempat yang dapat meningkatkan nilai dan fungsi 
kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek 
penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya 
secara bersama; 
d. mengembangkan dan penanganan kawasan rawan bencana alam 
dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam 
banjir, longsor, angin ribut sebagai kawasan terbangun, peringatan dini 
dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir, 
pengembangan bangunan yang dapat meminimalisasi terjadinya 
bencana pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi 
rawan gempa; dan 
e. upaya mitigasi dengan penyediaan peta kawasan rawan bencana, 
pemetaan resiko bencana, penyelidikan bencana, deteksi dini, 
desiminasi, penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana 
kontijensi, kegiatan tanggap darurat, dan pasca bencana. 
(6) Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan dalam 
mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf f, meliputi: 
a. mengembangkan hutan produksi dan hutan produksi terbatas dengan 
pengembangan hutan yang bernilai ekonomi tinggi dan tetap memiliki 
fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai 
tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebang pilih dan 
pengelolaan bersama masyarakat;  
b. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan dan 
pengendalian secara ketat kawasan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan, pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi, 
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pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sentra produksi dan 
agribisnis, pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil 
pertanian dan melakukan upaya eksport serta peningkatan sarana dan 
prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian; 
c. mengembangkan kawasan perkebunan melalui pemulihan lahan yang 
rusak atau marjinal, alih komoditas menjadi perkebunan, peningkatan 
produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat 
guna serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di 
sekitar perkebunan; 
d. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan 
pengelolaan hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah 
lingkungan yang didukung dengan adanya pengembangan cluster sentra 
produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan 
pemanfaatan kotoran ternak; 
e. mengembangkan kawasan perikanan melalui pengembangan dan 
pengelolaan hasil perikanan dengan industri perikanan yang ramah 
lingkungan yang didukung dengan teknologi tepat guna serta 
menetapkan kawasan reservant sebagai kawasan bebas penangkapan; 
f. mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan melalui penetapan 
kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian, 
pengembangan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan 
rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen 
amdal yang menyertainya; 
g. mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan 
dan pemberdayaan industri kecil dan home industry yang diikuti dengan 
peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta 
pengadaan prasarana wilayah pada kawasan pengembangan 
Agroindustri Modern untuk menarik investasi; 
h. mengembangkan kawasan pariwisata melalui pengembangan obyek 
wisata andalan prioritas berbasis alam dan agrowisata, membentuk zona 
wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional 
yang disertai pengembangan paket wisata, pengadaan kegiatan festival 
wisata atau gelar seni budaya yang didukung oleh pemasaran hasil 
industri kecil kerajinan hasil pertanian dan hasil pengolahan produksi 
pertanian; 
i. mengembangkan kawasan permukiman sesuai karakter fisik, sosial 
budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan 
penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan 
peningkatan kualitas permukiman perkotaan serta pengembangan 
perumahan terjangkau  dan layak huni; 
j. mengembangkan kawasan eksploitasi sumber daya air dan mineral 
melalui pelestarian daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya 
air dan mineral dengan melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah 
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sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan dalam 
mempertahankan debit air; 
k. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan penetapan kawasan ruang 
terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah 
perkotaan, dengan proporsi luas ruang terbuka hijau publik minimal 
20% dari luas wilayah perkotaan selebihnya adalah wilayah ruang 
terbuka hijau privat. 
(7) Strategi pengembangan kawasan untuk pengembangan ekonomi wilayah, 
dan lingkungan hidup guna mewujudkan kabupaten yang lestari dan 
berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, 
meliputi: 
a. mengembangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten 
meliputi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pitu Riawa yang 
ditunjang dengan pengembangan kawasan Agroindustri Modern; 
b. mengembangkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural termasuk 
objek-objek bersejarah melalui upaya peningkatan pemanfaatan untuk 
penelitian, pendidikan, pariwisata dan pengendalian perkembangan 
kegiatan di sekitarnya; dan 
c. mengembangkan kawasan sumber daya alam strategis melalui upaya 
pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(8) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi: 
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan; 
b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset militer TNI dan 
kepolisian; 
c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di 
sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; 
dan 
d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak 
terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga. 
 
BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 5  
 
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi : 
a. pusat-pusat kegiatan; 
b. sistem jaringan prasarana utama; dan 
c. sistem jaringan prasarana lainnya.  
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(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
 
Bagian Kedua 
Pusat-pusat Kegiatan 
 
Pasal 6  
 
(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas : 
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 
b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan 
Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae. 
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: 
a. PKLp Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu yang merupakan kawasan 
pengembangan agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang 
oleh industri beserta sarana dan prasarana penunjangnya; 
b. PKLp Rappang di Kecamatan Panca Rijang yang merupakan kawasan 
agropolitan perkebunan dan peternakan; dan 
c. PKLp Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue yang merupakan kawasan 
agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh industri 
beserta sarana dan prasarana penunjangnya. 
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 
a. Kawasan Perkotaan Lancirang di Kecamatan Pitu Riawa yang 
merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian dan pusat 
pengembangan industri kecil dan menengah; 
b. Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng yang 
merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian, perikanan 
dan peternakan beserta sarana dan prasarana penunjangnya; dan 
c. Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu LimpoE yang 
merupakan kawasan pengembangan industri pengolahan hasil 
pertanian. 
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, 
terdiri atas: 
a. PPL Baranti di Kecamatan Baranti;  
b. PPL Kulo di Kecamatan Kulo; 
c. PPL Batu di Kecamatan Pitu Riase; dan 
d. PPL Bilokka di Kecamatan Panca Lautang. 
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(6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Prasarana Utama 
 
Pasal 7  
 
Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas sistem jaringan 
transportasi darat. 
 
Pasal 8  
 
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
terdiri atas: 
a. sistem jaringan jalan; dan 
b. sistem jaringan perkeretaapian. 
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di 
Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas: 
a. jaringan jalan; dan 
b. lalu lintas dan angkutan jalan. 
(3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas: 
a. jaringan jalur kereta api; 
b. stasiun kereta api; dan 
c. fasilitas operasi kereta api. 
 
Pasal 9  
 
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf 
a, terdiri atas: 
a. jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional 
yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas: 
1. ruas jalan batas Kabupaten Sidenreng Rappang – Bangkae sepanjang 
13,647 (tiga belas koma enam ratus empat puluh tujuh) kilometer; 
2. ruas jalan Bangkae – Pangkajene Sidenreng sepanjang 3,662 (tiga 
koma enam ratus enam puluh dua) kilometer; 
3. ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 3,785 (tiga koma tujuh ratus 
delapan puluh lima) kilometer; 
4. ruas jalan Pangkajene Sidenreng – Kalola sepanjang 34,196 (tiga 
puluh empat koma seratus sembilan puluh enam) kilometer; dan 
5. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,440 (nol koma empat ratus 
empat puluh) kilometer. 
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b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan 
nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas: 
1. ruas jalan batas Kabupaten Enrekang – Rappang sepanjang 7,834 
(tujuh koma delapan ratus tiga puluh empat) kilometer; dan 
2. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh 
ratus enam puluh lima) kilometer. 
c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan 
provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas: 
1. ruas jalan batas Kabupaten Soppeng – Pangkejene Sidenreng 
sepanjang 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) kilometer; 
2. ruas jalan Pangkejene Sidenreng – Rappang sepanjang 9,29 (sembilan 
koma dua puluh sembilan) kilometer; dan 
3. ruas jalan batas Kabupaten Pinrang – Rappang sepanjang 8,50 
(delapan koma lima puluh) kilometer; dan 
4. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh 
ratus enam puluh lima) kilometer. 
d. rencana pengembangan jalan lingkar luar Kabupaten Sidenreng 
Rappang yaitu ruas jalan Watang Pulu – Maritengngae – Watang 
Sidenreng sepanjang 10,6 (sepuluh koma enam) kilometer; 
e. jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di 
Kabupaten Sidenreng Rappang, tercantum dalam lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah 
f. rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum 
tercantum dalam lampiran III akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 
(2) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi: 
a. trayek angkutan yang meliputi: 
1. trayek angkutan barang yaitu trayek Lawawoi – Pangkajene – Tanru 
Tedong; 
2. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri 
atas: 
a) trayek Lawawoi – Pangkajene – Rappang – Kulo – Baranti; 
b) trayek Lawawoi – Pangkajene – Amparita – Bilokka; 
c) trayek Lawawoi – Pangkajene – Empagae – Tanru Tedong; 
d) trayek Lawawoi – Datae  – Lancirang – Kampung Baru – Pangkajene; 
dan 
e) trayek Lawawoi – Rappang – Kulo – Baranti – Pangkajene. 
3. trayek angkutan penumpang perdesaan 
b. terminal yang meliputi: 
1. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Lawawoi 
Kecamatan Watang Pulu, di kawasan perkotaan Pangkajene 
Kecamatan Maritengngae, di kawasan perkotaan Tanru Tedong 
Kecamatan Dua Pitue, di kawasan perkotaan Rappang Kecamatan 
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Panca Rijang, dan di kawasan perkotaan Amparita Kecamatan Tellu 
Limpoe; dan  
2. terminal barang di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan 
Maritengngae, dan Kecamatan Dua Pitue; 
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang 
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 10  
 
Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) 
di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dalam rangka mengembangkan 
interkoneksi dengan sistem jaringan jalur pulau Sulawesi, terdiri atas: 
(1) Jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum 
antarkota lintas barat pulau Sulawesi bagian barat yang menghubungkan 
Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Sidenreng 
Rappang – Pangkajene Kepulauan – Maros – Makassar – Sungguminasa – 
Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare; 
(2) Stasiun kereta api diarahkan di Kecamatan Maritengngae yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
(3) Fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Bagian Keempat 
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 
 
Pasal 11  
 
(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf c, terdiri atas : 
a. sistem jaringan energi; 
b. sistem jaringan telekomunikasi; 
c. sistem jaringan sumber daya air; dan 
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. 
(2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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 Paragraf 1 
Sistem Jaringan Energi 
 
Pasal 12  
 
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, 
meliputi: 
a. pembangkit tenaga listrik; 
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan 
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi. 
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri atas: 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas: 
1. PLTD di Kecamatan Maritengngae dengan kapasitas 25 (dua puluh 
lima) MW;  
2. PLTD di Kecamatan Panca Lautang dengan kapasitas 25 (dua puluh 
lima) MW;dan 
3. PLTD di Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) 
MW. 
b. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan 
untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah 
terpencil dan terisolir di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas: 
1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) di Sungai Bila Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 100 
KW; dan 
2. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Bilokka Kecamatan Panca 
Lautang dengan kapasitas 100 KW. 
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri atas: 
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang 
menghubungkan Gardu Induk Parepare dengan Gardu Induk Sidenreng 
Rappang, Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk  
Soppeng, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk 
Makale; 
b. rencana pengembangan transmisi SUTT kapasitas 150 kV yang 
menghubungkan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk 
Maros, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk 
Sengkang;  
c. Gardu induk (GI) Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu; dan 
d. rencana pengembangan kapasitas Gardu Induk Sidenreng Rappang di 
Kecamatan Watang Pulu. 
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(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, meliputi: 
a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa 
depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Dua 
Pitue, dan Kecamatan Watang Pulu; dan 
b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan rencana 
pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas 
bumi Sengkang – Parepare – Makassar yang melintasi Kecamatan Dua 
Pitue, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, dan 
Kecamatan Watang Pulu. 
(5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum dalam 
lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
 
Paragraf 2 
Sistem Jaringan Telekomunikasi 
 
Pasal 13  
 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
huruf b, terdiri atas: 
a. jaringan teresterial; dan 
b. jaringan satelit.  
(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang 
meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan 
stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
(4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler 
berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
 
Paragraf 3 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
 
Pasal 14  
 
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11 
huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri 
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atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
pengendalian daya rusak air; 
(2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air; 
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air 
permukaan pada Wilayah Sungai (WS), bendungan, bendung, waduk, 
embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air 
Tanah (CAT); 
(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi: 
1. WS Walanae Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang 
meliputi DAS Walanae, DAS Bila, DAS Siwa, DAS Gilireng, dan DAS 
Cenranae; dan 
2. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS 
Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae. 
b. bendungan, yaitu Bendungan Torere di Kecamatan Panca Lautang; 
c. bendung, yaitu Bendung Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu Riawa, 
Bendung Bila di Kecamatan Pitu Riase, Bendung Benteng di Kecamatan 
Kulo, Bendung Bulutimoreng di Kecamatan Panca Rijang, Bendung 
Alakarajae di Kecamatan Watang Pulu, Bendung Tellang di Kecamatan 
Panca Rijang, Bendung Bilokka dan Bendung Wettee di Kecamatan 
Panca Lautang; 
d. waduk, yaitu Waduk Bila dan Waduk Lagading di Kecamatan Pitu Riase, 
Waduk Bulu Timoreng di Kecamatan Panca Rijang, Waduk Lawawoi di 
Kecamatan Watang Pulu dan Waduk Bulu Ceba di Kecamatan Panca 
Rijang; 
e. embung, yang meliputi: 
1. Embung Alabong, Embung Cellie, dan Embung Datae  di Kecamatan 
Watang Pulu; 
2. Embung Bapangi, dan Embung Bingkulu di Kecamatan Panca 
Lautang. 
f. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang terdapat di 
Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Dua 
Pitue, dan Kecamatan Watang Sidenreng; 
g. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) 
lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi 
Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca 
Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe. 
(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir; 
(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi 
jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi 
tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; 
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(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas: 
a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah terdiri atas: 
1. DI Sadang dengan luas 15.195 (lima belas ribu seratus sembilan 
puluh lima) hektar; 
2. DI Bulucenrana dengan luas 5.999 (lima ribu sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan) hektar; 
3. DI Bulutimorang dengan luas 5.442 (lima ribu empat ratus empat 
puluh dua) hektar; dan  
4. DI Bila Kalola dengan luas 5.430 (lima ribu empat ratus tiga puluh) 
hektar. 
b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas: 
1. DI Torere dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar; dan  
2. DI Alekkarajae dengan luas 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) 
hektar. 
c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 59 
(lima puluh sembilan) DI meliputi total luas 9.796 (sembilan ribu tujuh 
ratus sembilan puluh enam) hektar, tercantum dalam lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;.  
(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang 
meliputi: Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue,  Sungai Pape, Sungai 
Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latoling, Sungai 
Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, 
Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai 
Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai 
Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, 
Sungai Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, 
Sungai Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, 
Sungai Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, 
Sungai Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya; 
(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak  terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini; 
 
Paragraf 4  
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan 
 
Pasal 15  
 
Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf d, terdiri atas : 
a. sistem jaringan persampahan;  
b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);  
c. sistem jaringan drainase; 
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d. sistem jaringan air limbah; dan 
e. jalur evakuasi bencana. 
 
Pasal 16  
 
(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan 
mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; 
(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan 
sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; 
(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng 
Rappang ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL  yang 
dikembangkan dengan system transfer depo; 
(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng 
Rappang ditetapkan di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dengan 
luasan  4,5 (empat koma lima) hektar dan wilayah lainnya yang dianggap 
perlu; dan 
(5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 17  
 
(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, 
kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi 
serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan; 
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan perpipaan; 
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit 
pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan 
air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau 
bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Sidenreng 
Rappang dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk 
menjamin ketersediaan air baku; 
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(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  terdiri 
atas: 
a. unit air baku yang bersumber dari: 
1. sungai, yaitu Sungai Bila, Sungai Rappang, Sungai Bilokka, Sungai 
Takkalasi, dan Sungai Pamantingan; 
2. air tanah di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, 
Kecamatan Panca Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe; dan 
3. mata air di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, 
Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Kulo, 
Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, 
Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Baranti, dan Kecamatan 
Panca Rijang. 
b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) 
Rappang melayani Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti dan Kecamatan 
Panca Rijang, IPA Pangkajene melayani Kecamatan Maritengngae, 
Kecamatan Watang Pulu, dan Kecamatan Watang Sidenreng, IPA 
Amparita melayani Kecamatana Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca 
Lautang, IPA Tanru Tedong melayani Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan 
Pitu Riawa, dan Kecamatan Dua Pitue; dan 
c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Panca Rijang, 
Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Dua 
Pitue. 
(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan 
melalui rekayasa pengolahan air baku; dan 
(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 18  
 
(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c 
meliputi  sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase 
sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam 
rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, 
terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan 
perdagangan, dan kawasan pariwisata; 
(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi: Sungai Loka 
Batue,  Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Tanru 
Tedong, Sungai Lancirang, dan Sungai Loka yang melayani kawasan 
perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang; 
(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, 
kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran 
primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman; 
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(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan pada kawasan permukiman; dan 
(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. 
 
Pasal 19  
 
(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d 
ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan 
pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
sistem pembuangan  air limbah setempat dan sistem pembuangan air 
limbah terpusat; 
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan 
air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum 
memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat; 
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, 
pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada 
kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat; 
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air 
limbah; 
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan 
sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona 
penyangga; 
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) meliputi: 
a. sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Nene 
Mallomo Pangkajene di Kecamatan Maritengngae; 
b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri dan sentra 
industri di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Rijang, 
Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Maritengngae; dan 
c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Pangkajene 
di Kecamatan Maritengngae. 
(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20  
 
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e 
meliputi: 
a. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari: 
1. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Watang Sidenreng 
melalui Kelurahan Empagae; 
2. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Maritengngae melalui 
Kelurahan Lautang Benteng; 
3. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Tellu Limpoe melalui 
Desa Teteaji dan Kelurahan Amparita; 
4. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Dua Pitue melalui Desa 
Kalosi, Desa Kalosi Alau, dan Kelurahan Tanru Tedong; dan 
5. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Panca Lautang melalui 
Desa Allesalewoe dan Kelurahan Lajonga. 
b. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari: 
1. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riawa melalui Desa 
Betao Riase; 
2. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riase melalui Desa 
Compong, Kelurahan Batu dan Desa Botto. 
c. jalur evakuasi bencana gempa dan gerakan tanah di Desa Compong dan 
Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase melalui Kelurahan Batu dan Desa 
Botto Kecamatan Pitu Riase; 
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, 
dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan 
jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan 
jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan 
tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan 
(3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH 
 
Bagian Kesatu 
 
Pasal 21  
 
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari: 
a. kawasan lindung; dan  
b. kawasan budidaya. 
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian 
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skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Bagian Kedua 
Kawasan Lindung 
 
Pasal 22  
 
(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, 
terdiri atas : 
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya; 
b. kawasan perlindungan setempat;  
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 
d. kawasan rawan bencana alam; dan 
e. kawasan lindung geologi. 
(2) Kawasan lindung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf  1 
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya 
 
Pasal 23  
 
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan 
kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, 
menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara 
tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup 
bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air 
tanah dan pengontrol tata air permukaan; 
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 
di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas: 
a. kawasan hutan lindung; dan 
b. kawasan resapan air. 
 
Pasal 24  
 
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf 
a, dengan luasan 45.322 (empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua) 
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan 
luasan 203 (dua ratus tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe 
dengan luasan 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektar, sebagian wilayah 
Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 1.396 (seribu tiga ratus sembilan 
puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan  
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39.440 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar, sebagian 
wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan  2.782 (dua ribu tujuh ratus 
delapan puluh dua) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan 
luasan  472 (empat ratus tujuh puluh dua) hektar. 
 
Pasal 25  
 
Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, 
dengan luasan 500 (lima ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Baranti. 
 
Paragraf  2 
Kawasan Perlindungan Setempat 
 
Pasal 26  
 
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1) huruf b, terdiri atas : 
a. kawasan sempadan sungai;  
b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan 
c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. 
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
ditetapkan di Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai 
Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latolling, Sungai 
Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, 
Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai 
Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai 
Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, Sungai 
Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, Sungai 
Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, Sungai 
Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, Sungai 
Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya dengan ketentuan: 
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 
5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar 
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter 
dari tepi sungai; dan 
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman  dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi 
sungai. 
(3) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
ditetapkan di Danau Sidenreng yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan 
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Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan ketentuan: 
a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai 
dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk 
tertinggi; atau 
b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional 
terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. 
(4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang 
ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi 
ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH 
publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 
10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan 
PPK. 
 
Paragraf  3 
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 
 
Pasal 27  
 
(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan taman 
wisata alam yang ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman 
biota, dan ekosistem alam bagi kepentingan plasma nutfah, dan ilmu 
pengetahuan; 
(2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
luasan 400 (empat ratus) hektar ditetapkan di Taman Wisata Alam 
Cabbengnge Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo. 
 
Paragraf  4 
Kawasan Rawan Bencana Alam 
 
Pasal 28  
 
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf e, terdiri atas: 
a. kawasan rawan banjir;  
b. kawasan rawan angin puting beliung; dan 
c. kawasan rawan tanah longsor. 
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdapat di Desa Mojong, Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Empagae 
Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kolasi Alau, Desa Salomallori 
Kecamatan Dua Pitue, Desa Polewali, Desa Teteaji, Kelurahan Arateng 
Kecamatan Tellu Limpoe, dan Desa Alesalewoe, Desa Bapangi, Kelurahan 
Lajonga dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan 
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Tanru Tedong, Desa Kampale, Desa Taccimpo, Desa Bila Riawa, Desa 
Kalosi, Desa Padang Loang dan Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua 
Pitue, Kelurahan Lancirang, dan Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu 
Riawa, Desa Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu; 
(3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdapat di Desa Maddenra, Desa Kulo, Desa Rijang Panua 
Kecamatan Kulo, Desa Sereang, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjeling, 
Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan 
Maritengngae, dan Desa Aka-Akae, Kelurahan Kanyuara, Kelurahan 
Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji Kecamatan Tellu 
Limpoe, Desa Allesalewoe dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca 
Lautang, Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue; dan 
(4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c tersebar di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. 
 
Paragraf 5 
Kawasan Lindung Geologi 
 
Pasal 29  
 
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf e merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka memberikan 
perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam 
geologi dan perlindungan terhadap air tanah; 
(2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa 
bumi dan kawasan rawan gerakan tanah; dan 
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa 
sempadan mata air. 
(3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
ditetapkan di Kelurahan Batu dan Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase;  
(4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a ditetapkan di Desa Betao, dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, 
dan Kelurahan Batu, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae Kecamatan Pitu 
Riase;dan 
(5) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti, Desa Teppo di 
Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Desa 
Kulo Kecamatan Kulo, dan Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang 
dengan ketentuan: 
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk 
mempertahankan fungsi mata air; dan 
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. 
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Bagian Ketiga 
Kawasan Budidaya 
 
Pasal 30  
 
Kawasan budidaya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, 
terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 
c. kawasan peruntukan pertanian; 
d. kawasan peruntukan perikanan; 
e. kawasan peruntukan pertambangan; 
f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan peruntukan pariwisata; 
h. kawasan peruntukan permukiman; dan 
i. kawasan peruntukan lainnya. 
 
Paragraf  1 
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 
 
Pasal 31  
 
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf a, terdiri atas : 
a. kawasan hutan produksi; dan 
b. kawasan hutan produksi terbatas.  
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dengan luasan  115,60 (seratus lima belas koma enam puluh) 
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Pitu Riase; 
(3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 23.999 (dua puluh tiga ribu 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 12.540 (dua belas ribu lima 
ratus empat puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa 
dengan luasan  776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 4.560 (empat ribu lima 
ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe 
dengan luasan 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) hektar, sebagian 
wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 2.327 (dua ribu tiga ratus 
dua puluh tujuh) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan 
luasan 703 (tujuh ratus tiga) hektar; dan 
(4) Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf  2 
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 
 
Pasal 32  
 
Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luasan  450 (empat 
ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo 
dengan luasan 96 (sembilan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan 
Pitu Riawa dengan luasan 49 (empat puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 61 (enam puluh satu) hektar, 
sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 27 (dua puluh tujuh) 
hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 133 (seratus 
tiga puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang dengan 
luasan 25 (dua puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng dengan luasan 59 (lima puluh sembilan) hektar. 
 
Paragraf 3 
Kawasan Peruntukan Pertanian 
 
Pasal 33  
 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf c, terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura; 
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan 
d. kawasan peruntukan peternakan. 
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah 
Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian 
wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan 
Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan 
Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian 
wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan 
Watang Sidenreng dengan luasan 63.672 (enam puluh tiga ribu enam 
ratus tujuh puluh dua) hektar; dan 
b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan 
luasan 10.117 (sepuluh ribu seratus tujuh belas) hektar, terdiri atas: 
1. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas 
jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian 
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wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu 
Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan 
Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa; 
2. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas 
kacang kedele ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca 
Rijang; dan 
3. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas 
kacang tanah ditetapkan di sebagian wilayah Dua Pitue, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah 
Kecamatan Pitu Riawa. 
(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian holtikultura 
komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Baranti dengan luasan 74,807 ha (tujuh puluh empat koma delapan 
kosong tujuh) hektar; 
(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan 
Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah 
Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, 
sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, 
sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan 
Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan 
luasan  8.818 (delapan ribu delapan ratus delapan belas) hektar;  
b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan 
Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah 
Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, 
sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, 
sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan 
Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang 
dengan luasan  3.498 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) 
hektar; 
c. kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu 
Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan  
2.294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar;  
d. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan 
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Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan 
luasan  277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan 
e. kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua 
Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, 
sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah 
Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang dengan luasan 5.610 
(lima ribu enam ratus sepuluh) hektar. 
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan watang Pulu dan sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Lautang dengan luasan  24.450 (dua puluh empat 
ribu empat ratus lima puluh) hektar; dan 
b. kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan  2.446 (dua ribu 
empat ratus empat puluh enam) hektar;  
(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng 
Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai 
kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan  
63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar; dan 
(7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 4 
Kawasan Peruntukan Perikanan 
 
Pasal 34  
 
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf d, terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; 
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;  
c. kawasan peruntukan pengolahan ikan; 
d. kawasan perlindungan setempat/reservant. 
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Lautang; 
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(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian 
wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Panca 
Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah 
Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, 
dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa; 
(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, 
dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; 
(5) Kawasan perlindungan setempat/reservant sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, adalah kawasan danau yang ditujukan untuk 
pengembangbiakan dan dilarang adanya kegiatan penangkapan ikan; 
(6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 5 
Kawasan Peruntukan Pertambangan 
 
Pasal 35  
 
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf e, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan 
b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. 
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas, 
dan mangaan,  ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, 
sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah 
Kecamatan Pitu Riawa; 
b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa 
pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu;  
c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir 
alami, tanah liat, pasir urug, dan batu gunung ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian 
wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu 
Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah 
Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, 
sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan 
Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian 
wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan 
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d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa. 
(3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dan gas alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wilayah usaha 
pertambangan panas bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Tellu Limpoe. 
(4) Kawasan peruntukan pertambangan tercantum pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 6 
Kawasan Peruntukan Industri 
 
Pasal 36  
 
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf f, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan industri besar; 
b. kawasan peruntukan industri sedang; dan 
c. kawasan peruntukan industri rumah tangga. 
(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil 
pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu 
dengan luasan  80 (delapan puluh) hektar; dan 
b. kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri 
alat pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu 
Limpoe dengan luasan  60 (enam puluh) hektar. 
(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi 
ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan 
Panca Rijang, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan  15 (lima belas) 
hektar;  
b. kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan 
perkebunan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, 
dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan  25 (dua puluh lima) hektar; 
dan 
c. kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di 
Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan 
Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, 
Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu 
Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng. 
(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga terdiri 
atas: 
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a. kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di 
Kecamatan Maritengngae; dan  
b. kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga 
ditetapkan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe. 
(5) Kawasan peruntukan kawasan industri pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 7 
Kawasan Peruntukan Pariwisata 
 
Pasal 37  
 
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf f, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;  
b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan 
c. kawasan peruntukan pariwisata buatan. 
(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, terdiri atas: 
a. kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan 
Maritengngae;  
b. kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan 
Panca Rijang;  
c. kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang 
Pulu;  
d. kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan 
Maritengngae; dan  
e. kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee 
Kecamatan Panca Lautang. 
(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, terdiri atas: 
a. kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan 
Maritengngae;  
b. kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan 
Kulo; 
c. kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu 
Limpoe;  
d. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan 
e. kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase;  
(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, terdiri atas: 
a. kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan 
Watang Pulu;  
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b. kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan Desa Lagading di Kecamatan 
Pitu Riase; dan 
c. kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan 
Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, 
Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan 
Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan 
Kecamatan Watang Sidenreng.  
(5) Kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 8 
Kawasan Peruntukan Permukiman 
 
Pasal 38  
 
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf g, terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan 
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. 
(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Pangkajene 
Kecamatan Maritengngae, Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang 
Pulu, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang, dan Kawasan 
Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, dengan ketentuan: 
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi 
oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang 
terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, 
fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan 
b. kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PKLp, PPK 
dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya 
diarahkan vertikal dengan intensitas sedang. 
(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, 
sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua 
Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah 
Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, 
sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan 
Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah 
Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng, dengan ketentuan: 
a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan 
agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah 
dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan 
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b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai 
kearifan budaya lokal dengan bangunan berlantai panggung. 
 
Paragraf 9 
Kawasan Peruntukan Lainnya 
 
Pasal 39  
 
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf h, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan 
b. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.  
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset 
pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia 
terdiri atas: 
a. kantor Komando Distrik Militer Sidenreng Rappang di Kecamatan 
Maritengngae;  
b. kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, 
Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan 
Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, 
Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, 
dan Kecamatan Watang Sidenreng;  
c. kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang di Kecamatan 
Maritengngae; dan 
d. kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, 
Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan 
Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, 
Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, 
dan Kecamatan Watang Sidenreng. 
(3) Rencana  pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara 
meliputi: 
a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan 
dan keamanan negara; dan 
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara. 
(4) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ruang untuk Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang diarahkan dikembangkan di Kecamatan Dua Pitue, 
Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Tellu Limpoe secara 
proporsional. 
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BAB V  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 
 
Pasal 40  
 
(1) Kawasan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian 
wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang penataan ruangnya 
diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;  
(2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:  
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);  
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan  
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).   
(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana 
tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 41  
 
Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis 
nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang mencakup seluruh wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang; 
 
Pasal 42  
 
(1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng 
Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri 
atas: 
a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 
b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 
hidup. 
(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah 
Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian 
wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan 
Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah 
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Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng; dan 
b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan 
unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, 
sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan 
Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian 
wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca 
Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah 
Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng. 
(3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,  terdiri atas: 
a. kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian 
wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu 
Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah 
Kecamatan Kulo; dan 
b. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, dan sebagian 
wilayah Kecamatan Tellu Limpoe. 
 
Pasal 43  
 
(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas:    
a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 
b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; 
c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan 
sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan  
d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup. 
(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:    
a. kawasan agribisnis modern ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, 
Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti 
yang juga merupakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh; 
b. kawasan industri pergudangan, ditetapkan di Desa Buae, Desa 
Mattirotasi, dan Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu; 
c. kawasan perbatasan ditetapkan di Desa Mattirotasi, dan Kelurahan 
Lawawoi Kecamatan Watang Pulu dan Desa Leppangeng Kecamatan Pitu 
Riase yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang; 
d. Kawasan tertinggal ditetapkan di Kecamatan Pitu Riase; dan 
e. Kawasan pariwisata alam ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, 
Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Kulo, dan Kecamatan Tellu 
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Limpoe dan kawasan pariwisata buatan ditetapkan di Kecamatan 
Watang Pulu. 
(3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pariwisata budaya ditetapkan 
di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan 
Watang Pulu; 
(4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 
dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
terdiri atas;  
a. kawasan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan di Kecamatan 
Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan 
b. kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe. 
(5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;  
a. kawasan Danau Sidenreng ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe dan 
Kecamatan Watang Sidenreng; 
b. kawasan hutan lindung dan hutan produksi, ditetapkan di Kecamatan 
Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan 
Kulo, Kecamatan Tellu LimpoE, dan Kecamatan Panca Lautang; 
c. kawasan rawan bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe, 
Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan 
Kecamatan Dua Pitue; dan 
d. kawasan rawan bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Dua Pitue, Pitu 
Riawa dan Panca Lautang. 
 
BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG  
 
Pasal 44  
 
(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman 
pada rencana struktur ruang dan pola ruang; 
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri 
atas: 
a. indikasi program utama; 
b. indikasi sumber pendanaan; 
c. indikasi pelaksana; dan 
d. Indikasi waktu pelaksanaan. 
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 
program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan 
pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten; 
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran  
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri 
atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten, 
dan/atau masyarakat; 
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d  
merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, 
dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Sidenreng 
Rappang; dan 
(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi 
instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
 
Bagian Kesatu 
 
Pasal 45  
 
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 
ruang wilayah Kabupaten. 
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi; 
b. ketentuan perizinan; 
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 
d. ketentuan pengenaan sanksi. 
 
Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
 
Pasal 46  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan; 
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b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;  
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
telekomunikasi;  
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya 
air; dan 
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan 
lingkungan. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 
(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan 
syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; 
b. intensitas pemanfaatan ruang; 
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau 
d. ketentuan lain yang dibutuhkan. 
 
Paragraf 1 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang 
 
Pasal 47  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan 
kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan 
jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, 
pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, 
kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan 
umum penumpang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, 
kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan 
teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, 
kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang 
tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya; 
d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan 
tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;  
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e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai 
kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan 
kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan 
f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya. 
 
Pasal 48  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (3) huruf b,  meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem 
jaringan transportasi darat; 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi 
darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri 
atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan 
arteri primer, jalan kolektor primer , dan jalan sekunder meliputi:  
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, 
ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan 
utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman 
pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang 
tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna 
jalan; 
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik 
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang 
mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan 
pengguna jalan; 
4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau 
(KDH) paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan 
5. pemanfaatan ruang sisi jalan untuk ruang terbuka harus bebas 
pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan. 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal 
penumpang tipe C meliputi:  
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang 
operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C; 
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta 
fungsi terminal penumpang tipe C; 
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan 
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4. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang 
penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal. 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal 
barang meliputi:  
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang 
operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang; 
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta 
fungsi terminal barang; 
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan, serta fungsi terminal barang; dan 
4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya 
diserasikan dengan luasan terminal. 
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun 
kereta api meliputi: 
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun 
kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan 
kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik 
turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; 
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun 
kereta api;  
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta 
fungsi stasiun kereta api; dan 
4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang 
penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api. 
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi 
jalur kereta api meliputi: 
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat 
jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan 
jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak 
mengganggu  konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, 
serta keselamatan pengguna kereta api;  
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik 
jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang 
pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya 
kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;  
45 
 
 
4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling 
rendah 30% (tiga puluh persen); dan  
5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus 
memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta 
api. 
 
Pasal 49  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (3) huruf c  meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak 
dan gas bumi;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga 
listrik. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan 
gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan 
penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada  huruf a yang aman bagi instalasi  jaringan 
pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa 
minyak dan gas bumi; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta 
mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter 
pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 
jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana 
penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 
penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain 
yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi 
tenaga listrik; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan 
bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga 
listrik. 
 
46 
 
 
Pasal 50  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) 
huruf d meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan 
penunjang sistem jaringan telekomunikasi; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan 
telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan 
telekomunikasi; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan 
sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan 
telekomunikasi. 
 
Pasal 51  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) 
huruf e meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 
lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan 
pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan 
sungai; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 
pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; 
dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi sungai, bendung, embung,  dan CAT sebagai sumber air, jaringan 
irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. 
 
Pasal 52  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan 
lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan 
persampahan;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan 
d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah. 
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(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan 
persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan 
peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA 
sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan 
akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),  
pemeliharaan TPA sampah, dan  industri terkait pengolahan sampah, 
serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian 
non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak 
yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain 
yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi 
yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 
SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan 
pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan 
kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 
sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, 
mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana 
penunjangnya; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
sistem jaringan drainase;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 
sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu 
fungsi sistem jaringan drainase; dan 
d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras 
dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan. 
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 
air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan 
mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya; 
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
sistem jaringan air limbah; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 
sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan 
limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan 
air limbah. 
 
Paragraf 2 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang 
 
Pasal 53  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten 
Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf 
a,  meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian 
alam, dan cagar budaya;  
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan 
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten 
Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf 
b,  meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 
produksi; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian; 
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;  
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;   
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; 
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; 
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; 
dan 
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya. 
 
Pasal 54  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air. 
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(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, 
pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;   
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya 
terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam 
menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a 
yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; 
dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi 
daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi 
resapan air sebagai kawasan lindung. 
 
Pasal 55  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; 
dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan 
perkotaan. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan 
jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, 
pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan 
pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan 
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian 
bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya 
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan 
struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a 
yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan 
perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan 
papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk 
bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, 
serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah 
bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan 
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tanah, fungsi  hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, 
kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil 
tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur 
evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain 
yang  mengganggu  fungsi  sempadan  sungai sebagai kawasan 
perlindungan setempat. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau 
waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi 
beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan 
setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya 
untuk  bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, 
bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan 
pengolahan air baku; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah 
bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi 
hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan 
hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang 
mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar 
danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di 
ruang terbuka, dan evakuasi bencana;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, 
pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 
fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun 
pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya 
yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat. 
 
Pasal 56  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, 
pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan 
taman wisata alam; 
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(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan 
kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan 
karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, 
dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata 
terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 
fungsi kawasan  taman wisata alam; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah 
dan/atau  merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam. 
 
Pasal 57  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.  
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, 
pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan 
lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi 
menyebabkan terjadinya bencana banjir;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran 
sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran 
sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur 
evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan 
terjadinya bencana banjir; dan 
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:  
1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar 
saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;  
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di 
laut melalui proses pengerukan; dan 
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, 
talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur 
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evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana 
alam tanah longsor; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi 
menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon 
dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan 
yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; 
dan 
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:  
1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan 
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
 
Pasal 58  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana 
pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, 
dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana alam 
gempa bumi; 
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian dan 
pertambangan yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi, 
dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan 
mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
2. penyediaan sarana pemantauan bencana gempa bumi. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan 
rawan gerakan tanah untuk RTH dan pembangunan sarana pemantauan 
bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan 
lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana gerakan tanah; 
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik bencana 
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gerakan tanah, kegiatan pembangunan secara terbatas untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan 
kepentingan umum dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman 
bencana gempa bumi; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
2. penyediaan sarana pemantauan bencana gerakan tanah. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan 
mempertahankan fungsi kawasan mata air; 
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, 
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan 
struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf 
a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan 
pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau 
merusak kelestarian fungsi kawasan mata air. 
 
Pasal 59  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan 
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan 
dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a  yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan 
(KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), 
ketinggian bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap 
jalan;  
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui 
rekayasa teknis dengan Koefisien Zona Terbangun (KZB) paling tinggi 10% 
(sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata 
ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;  
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3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata 
yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan  
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi. 
 
Pasal 60  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan 
dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan Garis 
Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;  
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa 
teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur 
lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang; dan 
3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata 
yang mendukung pelestarian hutan rakyat;  
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat. 
 
Pasal 61  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan  
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 
berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan 
pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan 
sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, 
dan perumahan kepadatan rendah; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan 
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pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu 
fungsi kawasan; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan pertanian; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis 
paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan 
pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang 
wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; 
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata 
yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan 
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif 
yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan 
pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai; 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur 
evakuasi bencana. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, 
pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan 
kegiatan penelitian;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata 
terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 
fungsi kawasan; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih 
lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang; dan 
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan 
yang mendukung pengembangan kawasan peternakan. 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan 
peternakan; dan  
2. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
 
Pasal 62  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi: 
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a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan 
tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang 
perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi 
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 
ancaman bencana;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain  
sebagaimana dimaksud pada huruf a  yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; dan 
d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, dan 
merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; 
dan  
2. lokasi dan jalur evakuasi bencana 
 
Pasal 63  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan  pembangunan  prasarana 
dan sarana pertambangan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat 
meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan 
keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko 
dan manfaat; dan 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b. 
 
Pasal 64  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 
kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan 
memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, 
terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, 
dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil 
industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang 
lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun; 
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan 
ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, 
KLB dan KDH yang ditetapkan; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b. 
 
Pasal 65  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 
kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, 
kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan 
terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage); 
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan 
ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan 
penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b. 
 
Pasal 66  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h 
meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; 
dan   
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, 
dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan 
perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan 
tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan 
lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang 
diizinkan;   
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan 
syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas 
untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana 
lingkungan; 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan 
yang mengganggu fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB 
terhadap jalan;  
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;  
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 70% (tujuh puluh 
persen); dan 
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas 
kawasan perkotaan;  
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor 
informal; dan 
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan 
rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, 
serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman 
bencana;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB 
terhadap jalan; dan 
2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling 
tinggi  50% (lima puluh persen). 
e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;  
2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan 
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
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Pasal 67  
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan 
dan keamanan negara; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi 
kegiatan sektor informal. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan 
sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan 
keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi 
bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 
ancaman bencana; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a  yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan 
yang mengganggu fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB 
terhadap jalan;  
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;  
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan 
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas 
kawasan perkotaan. 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan 
jalur evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi 
kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 
untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, 
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penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor 
informal;  
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang kegiatan sektor 
informal; 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan 
yang mengganggu fungsi kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB 
terhadap jalan;  
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana; dan  
3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas 
kawasan perkotaan. 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor 
informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan 
dan jasa, serta perkantoran. 
 
Bagian Ketiga 
Ketentuan Perizinan 
 
Pasal 68  
 
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf 
b, merupakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang ; 
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang 
akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan 
berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini; 
(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu 
pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini; 
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 
terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan 
berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
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Pasal 69  
 
(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), 
terdiri atas : 
a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;  
d. izin mendirikan dan bangunan; dan 
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana 
tata ruang dan peraturan zonasi. 
 
Pasal 70 
 
(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf a dan b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini; 
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi; 
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan 
zonasi; 
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasar 69 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
 
Pasal 71 
 
(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
(2) Izin pemanfaatan rung yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak 
melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; 
(3) Izin pemanfatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi 
kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, 
dibatalkan oleh Pemerintah Daerah; 
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada 
instansi pemberi izin; 
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan 
rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah 
dengan memberikan ganti kerugian yang layak; 
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(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 
 
Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif 
 
Pasal 72  
 
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk 
mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang; 
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan 
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; 
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 73   
 
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif 
fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal; 
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan 
disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD Kabupaten yeng terkait 
dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan. 
 
Pasal 74  
 
(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan 
pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat 
pertumbuhannya meliputi: 
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 
b. kawasan budidaya; dan 
c. kawasan strategis kabupaten. 
(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:  
a. pemberian keringanan pajak; 
b. pemberian kompensasi; 
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c. pengurangan retribusi; 
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
e. Kemudahan perizinan. 
(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada 
kawasan yang dibatasi pengembangannya. 
(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:  
a. pengenaan kompensasi; 
b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang 
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 
c. kewajiban mendapatkan imbalan; 
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
e. persyaratan khusus dalam perizinan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan 
pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Kelima 
Ketentuan Pengenaan Sanksi 
 
Pasal 75  
 
(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 
tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum 
peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; 
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 
 
BAB VIII  
KELEMBAGAAN 
 
Pasal 76  
 
(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, 
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.  
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BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  
DALAM PENATAAN RUANG 
 
Bagian Kesatu 
Hak Masyarakat 
 
Pasal 77  
 
Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: 
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang; 
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, 
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai 
akibat dari penataan ruang;  
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai 
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana 
tata ruang; 
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan 
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang. 
 
Bagian Kedua 
Kewajiban Masyarakat 
 
Pasal 78  
 
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas : 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 
ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 
 
Pasal 79  
 
Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78, dikenai sanksi administratif. 
 
Pasal 80 
 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
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c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif. 
 
Pasal 81 
 
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan meliputi : 
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak 
sesuai dengan peruntukkannya; 
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai 
peruntukannya; dan/atau 
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak 
sesuai peruntukannya. 
 
Pasal 82 
 
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa 
pemanfaatan rung yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi : 
a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; 
dan/atau 
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum 
dalam izin pemanfaatan ruang. 
 
Pasal 83 
 
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan 
oleh pejabat yang berwenang meliputi : 
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; 
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; 
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; 
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; 
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau 
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan 
persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. 
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Pasal 84 
 
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa 
menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan 
perundang-undangan sebagai milik umum meliputi : 
a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta 
prasarana publik; 
b. menutup akses terhadap sumber air; 
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; 
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; 
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau 
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. 
 
Pasal 85 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
Peran Masyarakat 
 
Pasal 86  
 
(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang 
mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan 
melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung; 
 
Pasal 87  
 
Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada tahap 
perencanaan tata ruang dapat berupa :  
a. memberikan masukan mengenai :  
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
5. penetapan rencana tata ruang. 
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau 
sesama unsur masyarakat. 
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Pasal 88  
 
Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam 
pemanfaatan ruang dapat berupa: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan 
ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan 
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
sumber daya alam; dan 
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 89  
 
Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: 
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian 
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; 
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan 
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 
 
Pasal 90  
 
(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara 
langsung dan/atau tertulis; 
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
disampaikan kepada Bupati; 
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. 
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Pasal 91  
 
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah 
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
 
Pasal 92  
 
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
BAB X  
PENYIDIKAN 
 
Pasal 93  
 
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng 
Rappang yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan 
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat 
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
(2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 94 
 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ; 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 
Pasal 95 
 
Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB XII  
  KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 96  
 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada 
dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 97  
 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :  
a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan: 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait 
disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang 
dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan 
penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi 
kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan 
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi 
kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan 
dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat 
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan 
berdasarkan Peraturan Daerah ini; 
d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselenggarakan 
tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan 
ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi 
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk 
mendapatkan izin yang diperlukan. 
e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-
hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka 
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penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
BAB XIII   
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 98  
 
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang RTRW 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan 
lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Album 
Peta skala 1: 50.000; 
(2) Buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan album peta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 99  
 
(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Sidenreng Rappang, disusun rencana rinci 
tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata 
ruang kawasan strategis kabupaten; 
(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
 
Pasal 100  
 
(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 
adalah 20 (duapuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini; 
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan 
(3) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
dengan ketentuan: 
a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan; 
b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan; 
c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan 
strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau 
dinamika internal wilayah. 
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Pasal 101  
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 
 
Pasal 102  
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 
 
 
                                                                Ditetapkan di Pangkajene 
                                                                pada tanggal, 17 Juli 2012 
 
                                                                BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 
 
 
 
 
          RUSDI   MASSE  
 
 
 
Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal, 17 Juli 2012       
            SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 
 
 
 
 
                  R U S L A N 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 
NOMOR 5 
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PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 
NOMOR 5 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 – 2032 
 
 
I. UMUM 
Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus 
dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat 
mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta 
mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya 
tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan 
meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu 
berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena 
pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan 
pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara 
keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.  
Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang 
dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, 
baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai 
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang baik 
pusat, provinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan 
serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk 
pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah 
Kabupaten. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang 
wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Atas dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan 
penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan 
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dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan 
kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga 
pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran 
dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang 
yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, 
Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2012 - 2032. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Yang dimaksud dengan Agribisnis Modern yaitu pengembangan atau 
penguatan kualitas prasarana dan sarana yang mendukung langsung kegiatan 
pembangunan usaha bersama agribisnis antara lain adalah adopsi teknologi 
tepat guna baik dalam bentuk perangkat kerasnya (instrumen teknis) maupun 
perangkat lunaknya (prosedur) dan pengembangan sistem informasi 
agribisnis, serta pengembangan dan penguatan kualitas sumberdaya manusia 
petani, termasuk peningkatan kualitas jajaran aparat birokrasi terkait. 
 
Pasal 3 
 cukup jelas 
 
Pasal 4 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
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Huruf e 
Biomass Energy atau Biomassa adalah bagian yang dapat didegradasi secara 
biologis dari produk, limbah dan residu pertanian, kehutanan, industri dan 
limbah rumah tangga yang meliputi juga hewan, sisa-sisa binatang dan bagian 
tumbuhan yang dapat dimakan (edible). Oleh karenanya, jika akan 
memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi kadang-kadang harus 
berhadapan dengan sumber bahan pangan juga. Pengembangan sistem 
tersebut juga didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan 
sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM.  
Huruf f 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Dimaksud dengan Desiminasi, yaitu Diseminasi adalah suatu kegiatan yang 
ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh 
informasi menyangkut kondisi dan potensi bencana. 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup Jelas 
 
Pasal 5 
Cukup Jelas 
 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari 
ditetapkan sebagai PKL dengan maksud pemerataan wilayah dan aksesibilitas 
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yang tinggi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan 
potensi wilayah. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 7 
Cukup jelas 
 
Pasal 8 
Cukup jelas 
 
Pasal 9  
Ayat (1) 
Huruf a 
Sistem jaringan jalan arteri, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di 
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 
berwujud pusat-pusat kegiatan. 
Huruf b 
Sistem jaringan jalan kolektor merupakan sistem jaringan jalan dengan 
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam 
kawasan perkotaan.  
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 10 
Cukup jelas 
 
Pasal 11 
 Cukup jelas 
 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
sistem prasarana energi mikro hidro adalah atau yang dimaksud dengan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), adalah pembangkit listrik 
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skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, dalam 
hal ini pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 13 
Cukup jelas 
 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4)  
Huruf a 
Yang dimaksud wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan 
sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. 
Huruf b 
 Cukup jelas 
Huruf c 
 Cukup jelas 
Huruf d 
 Cukup jelas 
Huruf e 
 Cukup jelas 
Huruf f 
 Cukup jelas 
Huruf g 
cekungan air tanah (CAT) merupakan wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas  
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
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Ayat (8) 
Cukup jelas 
Ayat (9) 
Cukup jelas 
 
Pasal 15 
Cukup jelas 
 
Pasal 16 
Ayat (1)  
Cukup jelas 
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Ayat (3)  
Rencana TPS di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK, PPL, dilakukan dengan 
memisahkan tempat sampah organik dan anorganik. 
Ayat (4)  
Cukup jelas 
Ayat (5)  
Sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan Metode Sanitarry Landfill 
merupakan system pengelolaan sampah di TPA yang direkomendasikan oleh 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan. 
Metode Sanitarry Landfill merupakan merupakan fasilitas fisik yang digunakan 
untuk residu buangan padat di permukaan tanah, yang dilakukan dengan 
cara  menimbun sampah dan kemudian diratakan, dipadatkan kemudian 
diberi cover tanah pada atasnya sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan 
secara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah 
dengan menggunakan tanah dilakukan setiap hari pada akhir operasi. 
 
Pasal 17 
Cukup jelas 
 
Pasal 18 
Cukup jelas 
 
Pasal 19 
Cukup jelas 
 
Pasal 20 
Cukup jelas 
 
Pasal 21 
Cukup jelas 
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Pasal 22 
Cukup jelas 
 
Pasal 23 
Cukup jelas 
 
Pasal 24 
Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten sepenuhnya mengacu pada 
ketentuan yang telah diatur dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Pasal 25 
Cukup jelas 
 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman ditetapkan 
berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pertimbangan untuk peningkatan 
fungsinya, tanggul agar dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang 
dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud terdiri dari RTH Publik yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan/atau swasta/masyarakat 
yang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan 
tidak dipungut biaya, dan Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu RTH milik 
institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk 
kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung 
milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
 
Pasal 27 
Cukup jelas 
 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak 
besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan 
gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Ayat (4) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 29 
Cukup jelas 
 
Pasal 30 
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang 
didalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih memungkinkan 
keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut, seperti 
pada kawasan peruntukan industry dapat dikembangkan perumahan untuk 
para pekerja di kawasan peruntukan industri. 
Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan 
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana 
penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, 
dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan 
prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan 
yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala 
ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan 
budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. 
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan 
pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan 
untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya 
diterapkan mekanisme insentif. Pengembangan kawasan secara terpadu 
dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, 
lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta 
rehabilitasi dan revitalisasi kawasan. 
 
Pasal 31 
Ayat (1) 
Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud untuk menyediakan komoditi 
hasil hutan memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk 
melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan 
konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak 
terkendali. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
 Cukup jelas 
Ayat (4) 
 Cukup jelas 
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Pasal 32 
Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksud untuk memenuhi kebutuhan 
akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat 
dan dikelola oleh masyarakat. 
 
Pasal 33 
Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksud untuk mendukung 
ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. 
Ayat (1) 
 Cukup jelas 
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
Ayat (3) 
 Cukup jelas 
Ayat (4) 
 Cukup jelas 
Ayat (5) 
 Cukup jelas 
Ayat (6) 
Yang dimaksud “kawasan perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan” adalah terdiri atas lahan pertanian lahan basah dan lahan 
pertanian lahan kering sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.  
Aturan alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan yang 
ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan 
ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Ayat (7) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 34 
 Cukup jelas 
 
Pasal 35 
Lokasi kegiatan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar 
kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 
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Pasal 36 
Kawasan peruntukan industri dimaksud untuk mengarahkan agar kegiatan 
industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong 
pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan 
sebagainya. 
 
Pasal 37 
Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi 
kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau 
kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan 
fasilitas penunjang pariwisata. 
 
Pasal 38 
Ayat (1) 
 Cukup jelas 
Ayat (2) 
Huruf a 
 Cukup jelas 
Huruf b 
Bangunan perumahan dikawasan perkotaan yang diarahkan secara vertikal 
dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan kemampuan 
ruang yang tinggi nilai lahannya sehingga dapat mengembangkan fungsi-
fungsi lain dalam memenuhi kebutuhan penduduk diperkotaan, seperti RTH 
dan prasarana dan sarana perkotaan lainnya. 
Ayat (3)   
Cukup jelas 
 
Pasal 39 
 Cukup jelas 
 
Pasal 40 
Ayat (1) 
 Cukup jelas 
Ayat (2) 
huruf a 
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional 
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan 
sebagai warisan dunia. 
Huruf b 
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 
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Huruf c 
Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 
Ayat (3)  
 Cukup jelas 
 
Pasal 41 
 Cukup jelas 
 
Pasal 42 
 Cukup jelas 
 
Pasal 43 
 Cukup jelas 
 
Pasal 44 
Ayat (1)  
 Cukup jelas 
Ayat (2)  
Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang 
seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang. 
Ayat (3)  
 Cukup jelas 
Ayat (4)  
 Cukup jelas 
Ayat (5)  
 Cukup jelas 
Ayat (6)  
 Cukup jelas 
Ayat (7)  
 Cukup jelas 
 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Yang dimaksud “pengendalian pemanfaatan ruang” adalalah pemanfaatan 
ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.  
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
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Pasal 46 
Ayat (1) 
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang 
dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan 
sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan 
yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan 
ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar 
ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis 
sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, 
dan berkelanjutan. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
Ayat (3) 
 Cukup jelas 
Ayat (4) 
 Cukup jelas 
Ayat (5) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 47 
 Cukup jelas 
 
Pasal 48 
 Cukup jelas 
 
Pasal 49 
 Cukup jelas 
 
Pasal 50 
 Cukup jelas 
 
Pasal 51 
 Cukup jelas 
 
Pasal 52 
 Cukup jelas 
 
Pasal 53 
Ayat (1) 
 Cukup jelas 
Ayat (2) 
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan 
pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan 
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untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya 
diterapkan mekanisme insentif. 
 
Pasal 54 
 Cukup jelas 
 
Pasal 55 
 Cukup jelas 
 
Pasal 56 
 Cukup jelas 
 
Pasal 57 
 Cukup jelas 
 
Pasal 58 
 Cukup jelas 
 
Pasal 59 
 Cukup jelas 
 
Pasal 60 
 Cukup jelas 
 
Pasal 61 
 Cukup jelas 
 
Pasal 62 
 Cukup jelas 
 
Pasal 63 
 Cukup jelas 
 
Pasal 64 
 Cukup jelas 
 
Pasal 65 
 Cukup jelas 
 
Pasal 66 
 Cukup jelas 
 
Pasal 67 
 Cukup jelas 
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Pasal 68 
 Cukup jelas 
 
Pasal 69 
 Cukup jelas 
 
Pasal 70 
 Cukup jelas 
 
Pasal 71 
 Cukup jelas 
 
Pasal 72 
 Cukup jelas 
 
Pasal 73 
 Cukup jelas 
 
Pasal 74 
 Cukup jelas 
 
Pasal 75 
 Cukup jelas 
 
Pasal 76 
 Cukup jelas 
 
Pasal 77 
Huruf a 
 Cukup jelas 
Huruf b 
Yang dimaksud “masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten secara terbuka” 
merupakan pengumuman dan/atau penyebarluasan rencana tata ruang oleh 
Pemerintah Daerah. 
Huruf c 
Yang dimaksud “pertambahan nilai ruang” dapat dilihat dari sudut pandang 
ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak 
langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan 
kualitas lingkungan. 
Huruf d 
Yang dimaksud “memperolah penggantian yang layak” merupakan nilai atau 
besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang 
diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Huruf e 
 Cukup jelas 
Huruf f 
 Cukup jelas 
 
Pasal 78 
Huruf a 
Yang dimaksud “menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” 
merupakan kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang 
dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. 
Huruf b 
 Cukup jelas 
Huruf c 
 Cukup jelas 
Huruf d 
 Cukup jelas 
 
Pasal 79 
 Cukup jelas 
 
Pasal 80 
 Cukup jelas 
 
Pasal 81 
 Cukup je;as 
 
Pasal 82 
 Cukup jelas 
 
Pasal 83 
 Cukup jelas 
 
Pasal 84 
 Cukup jelas 
 
Pasal 85 
 Cukup jelas 
 
Pasal 86 
 Cukup jelas 
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Pasal 87 
 Cukup jelas 
 
Pasal 88 
 Cukup jelas 
 
Pasal 89 
 Cukup jelas 
 
Pasal 90 
 Cukup jelas 
 
Pasal 91 
 Cukup jelas 
 
Pasal 92 
 Cukup jelas 
 
Pasal 93 
 Cukup jelas 
 
Pasal 94 
 Cukup jelas 
 
Pasal 95 
 Cukup jelas 
 
Pasal 96 
 Cukup jelas 
 
Pasal 97 
 Cukup jelas 
 
Pasal 98 
 Cukup jelas 
 
Pasal 99 
 Cukup jelas 
 
Pasal 100 
 Cukup jelas 
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Pasal 101 
 Cukup jelas 
 
Pasal 102 
 Cukup jelas 
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